Menimbang

Mengingat

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR “1% TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan heuangan Daersh, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomaor
a6 14}

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63232):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);



Menetapkan

Y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupat (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017
Nomor 28| sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ARKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH.
BAEB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penvajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.

4.  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah vang selanjuinva
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara., peralatan, dan elemen lain  untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
Pemerintah Daerah.

2. Bagan Akun Standar vang selanjutnya disingkat BAS adalah
kode perliraan buku besar akuntansi vang terdiri dari
kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang
digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca
lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan,

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnyva disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yvang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bertindak sebapai bendahara umum daerah.



10.

11.

13.

14,

Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran vang selanjutnya disebut Pendapatan-
LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anpggaran vang bersangkutan vang
menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dar Rekening Kas Umum Daerah vang
mengurangl Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
vang tidak akan diperoleh pembayarannyva kembali oleh pemerintah,

Pendapatan-Laporan Oprasional yang selanjutnya disebut Pendapatan-LO adalah
hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran vang bersangkutan dan tidak perlu dibayvar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan vang menurunkan ekuitas, vang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban,

Kewajiban adalah utang yang timbul dan  peristiwa masa lalu  vang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas adalah kekavaan bersih pemerintah vang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/ pos yang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yvang seharusnya,

BAB II
SAPD
Pasal 2
SAPD terdiri dari:
a. sistem akuntansi SKPD; dan
b. sistemn akuntansi PPED.
Pasgal 3
(1] Sistern akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
mencakip:
a. teknik pencatatan,
b. pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-1.0;
. beban;
d. pendapatan-LRA;
e. belanja;
f. aset;
g kewajiban;
h. ekuitas,
i, penyesuaian dan koreksi; dan
j. penyusunan laporan keuangan SKPD.

(2] Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1] tercantum
dalam Lampiran | vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 4
{1] Sistem akuntansi PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 humf b
mencakup:

a. teknik pencatatan,
b. pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan- L0,
c. beban;



(2}

(1)

(2]

(3]

(4]

(5]

. pendapatan-LRA;
belanja;
transfer;
pembiayaan,
. BEet,
kewajiban;
elkuitas,
. penvesuaian dan koreksi;
penvusunan laporan keuangan PPKD; dan
m. penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

et Eem e R

Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum
dalam Lampiran [I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati mi.

BAR 111

BAS

Pagal 5

BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan secara lengkap.

BAS sebagaimana dimaksud pada avat (1] bertgjuan untuk mewujudkan
statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional vang selaras dan
terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yvang
meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 [satu) sampai
dengan level 6 {enam), meliputi:

a. level 1 [satu] menunjukkan kode akun;

b, level 2 [dua) menunjukkan kode kelompok;

¢. level 3 {tiga) menunjukkan kode jenis;

d. level 4 [empat) menunjukkan kode obyek;

e. level 5 [ima) menunjukkan kode rincian obyek; dan

f. level & (enam| menunjukkan kode sub rincian obhyek.

BAS sebagaimana dimaksud pada avat (1) digunakan di dalam pencatatan
transaks) pada buku jumal, penglklasifikasian pada buku besar dan
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan,

BAS sebagaimana dimaksud pada avat (3) tercantum dalam Lampiran Il vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BAB [V
KRETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

£l

Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2014 Nomor 11);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Rembang Nomaor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Rembang [Berita Daerah Kabupaten Eembang Tahun
2015 Nomor 15); dan



c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daersh Kabupaten
Rembang Tahun 2020 Nomor 54),

dicabut dan dinvatakan fidak berlaku.

Paszal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang,

Ditetapkan di Remban
pada tanggal g ¥ e B B

BUPATI REMBANG,

e

ABDUL HAFIDE
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 4 [eim Dot 202

ARIS DAERAH
EN REMBANG,

SEK

FAHRUD

BERITA RAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 45



LAMELRAN |

PERATLRAN BLUTATI REMBANG

MOMOR

TENTANG

SISTEM AKUNTANS] PEMERINTAN DALRAILL

SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistemn akuntansi SKPD mencaloup teknik pencatatan, pengakuan dan

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LREA, belanja, aset,

kewajiban, ekuitas, penvesualan dan koreksi serta penyusunan laporan

keuangan SKPD sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan [SAP).

Sistemn akuniansi SKPD terdird dari sistem akuntansi pokok sebagai

berilout:

Aluntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan - LRA S8KPD,
Alountansi Beban dan Belanja SkPDy;

Akuntans: Plutang SKPD,;

Akuntansi Persediaan SKPD,

Akuntansi Aset Tetap SKPD,

Akuntansi Asel Lainnya SKPD

Aloantans: Kewanban SKPD;

Alntansi Elouitas SKPD;

Jurnal, Bulm Besar, dan Neraca Saldo

Persvusunan Laporan Keuangan SKIPLY.

Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD

1. Pihak Terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini mempunyal tugas menectapksn SKP-Daerah
{Surat Ketetapan PPajak-Dacrah) dan SKR-D [Sural Ketetapan
Retribusi Daerah) atau dokumen lainnyva yvang dipersamakan dan
menyerahkan kepada wajib  pajak/retribusi, dan ditembuskan
kepada Bendahara Penenimaan dan PPR SKPD.
b. Bendahara Penerimaan
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
1] Menerima pembayvaran sejumlah  uang yang tertera pada

SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribust;

2] Menerima pembavaran sejumlah uvang dari pendapatan daerah

tanpa penctapan;



3} Membuat Surat Tanda Bukti Pencrimaan/Bukt lain yang sah
dan Surat Tanda Setoran [(STS),

4] Menyerahkan Tanda Bukti Penernmaan/tanda bukt lain vang sah
kepada Wajib Pajak/ Hetribusi,

3] Menyectorkan vang yvang diterimanyva dengan Surat Tanda Setoran
(5T3) ke kas daerah;

B Menerima STS wvang telah diotorisasi dari Bank dan
menyampalkan ke BUD;

7] Menverahkan tembusan dokumen Tanda Bukti
Penerimaan/tanda bukti lain yvang sah serta 8TS yvang sudah
diotorizasi olch Bank kepada PPR SKPD.

8] Menerima 38lip Setoran/Bukti lain yang sah darn Wajib
Pajak/Retribusi  jika pendapatan disetorkan langsung ke
Felkening Kas di Kas Daerah.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD|

Dalam kegiatan mi mempunyal tugas;

1} Menerima tcmbusan dokumen SKP-Dacrah (Surat Ketetapan
Pajak-Daerah), BKR (Surat Ketetapan Hetribusi) dan/atau
dokumen lain vang dipersamakan,

2] Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penenmaan/tanda
bukti lain yang sah scrta STS yang sudah diotorisas: eleh Bank
darli Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang
sah dari Wajib Pajak/Retribusi;

3] Membuat dokumen akuntansi/Memo Jumnal  berdasarkan
tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen pengakuan
vang diterbitkannya;

4] Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas sctiap
Iransaksi

5) Mclakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang

bersangkutan ke Buku Besar,

d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya
Dalam kegiatan inl berkewajiban melakukan pembayaran alas

kewrjibannya dan mencrima tanda bukti pencrimaan.



¢. PPKD selaku BUD
Dalam Kepiatan ini mempunyal tugas menenma STS yang telah
diotorisast oleh Bank dar Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit

dar1 Bank.

. Prosedur Akuntansi
a. PPK SKPD mencatat pendapatan vang sudah  menjadi  hak

pemenntah daerah sesual dengan tembusan Sural Keletapan Pajak-
Daerah [SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan vang ditenma;

b. PPK SKPD membuatl dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan
termnbusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan,
dokumen pengalkuan lainnva selain Surat Ketetapan Pajak-Daerah
[BKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi [(SKR] dan  Slip
Setoran/Bukti lain vang sah dari Wajib Pajak/Rerribusi;

¢, PPK SKPD melakukan pencatatan transaks berdasarkan dokumen
akuntans Memo Jurnal;

d. PPK SKFPD melakukan posting atas transaksi scsual dengan akun

vang bersangkutan ke Buku Besar,

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah  dokumen vang berhubungan  dengan
Iransaksl keuangan pemeriniah deerah yang dipunakan  sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatalan pada Akuntans
Pendapatan - LO dan Pendapatan — LEA SKPD mehiput:

a. Surat Ketetapan Pajak-Dacrah (SKP-Dacrah);

k. Surat Ketetapan Retribusi-Daerah | SKR-Daerah);
c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian sewa;
d, Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

e, SBurat Tanda Setoran (8TS);

s}

Bukti setoran lainnya.

- Pencatatan Transaksi
Pencatatan transaksi atas Pendapatan - LO dilakukan dengan

memperhatikan  kapan saat pendapatan  tersebut menjadi hak

pemerintah daerah sesual kebijakan akuntansi yang ditetapkan.

it




Pengakuan pendapatan - LO  inl  didasarkan pada dokumen

akuntansif Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK 8KPD sesuai dolkumen

surmber yang diterima.

Pencatatan aluntansi untuk pendapatan pada SKEPD adalah ¢

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan

penerimaan kas [Pendapatan-LEA); dan

b, Pada saatl penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondis

pengakuan Pendapatan-LO yaita ¢

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Prosedur pencatatan alountansi dapat diuraikan sebagai berikur

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan

dengan Penerimaan Kas [Pendapatan-LRA)
1} Wajih Pajak/ Wajib Retribusi (WP/WER)/pihak keliga lainnys

2]

melakukan pembayaran melalul Bendabhara Penenmaan, dan
atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan
menerbitkan TBP. Sclanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada
PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara
Penerimaan, pengakusn  Pendapatan-LO, dan  pengakuan
Pendapatan-LRA.  Berdasar TBP  tersebut, Bendahara
Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan
tersebul ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebul ditembuskan
kepada PPKSKPD untuk membukukan R/K PPED dan

pengurangan kas di Bendahars Penerimaan.

Apabila WP/WR/pthak kectiga lainnyva melakukan pembayaran
langsung ke Kas Daerah, Kas Dacrah akan menerbitkan bulktd
transfer/sctor untuk WP/WR/pihak ketiza dan nota kredit
untuk PPE-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan
PendapatanLO, dan pengakuan Pendapatan-LREA

Pendaputan-LO  dan Pendapatan-LEA  diakul pada saat kas

diterima  dengan atau tanpa lerbitnya <dokumen penetapan,

Pendapatan baik dengan metode offteal assement ataupun self

assement diperlakukan sama yaitu saat kas diterima.



al Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka
dicatat dengan jurnal sebagai berikul:
KA HN XX Kas di Bendahara Penerimaan HXX

XX KX Pendapatlan — LO MM
AKX XX Perubahan SAL XX
A Pendapalan — LRA  xx

Pada saat kas disctor olch Bendahara Penerimaan ke Kas

Dracrah, dicatat dengan jurnal sebagal berikut:

XX XKXX R/K PPKD e
XA KM XX Kas di Bendahara NN
Penerimaan

b} Bila pihak ketiga langsung menvetor ke Kas Dacrah, maka

dhicalal dengan jurnal sebagai berikul:

AKX XX R/K FPED MM
XXX Pendapatan LO XEX
X XXX.XX Perubahan SAL 3R
MUK -P’cn-l:la.pata.ﬁ ~LRA O

b. Pada saat penyusunan Laporan Keuangan
1] Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

PPK-ZKPD melalukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
Pendapatan yvang belum  diterima  pembayarannva  dengan
membuat  buku  memorial. Terhadap dokumen  penetapan
pendapatan yang belum dibayar tersebul, PPE-3KPD mencatat
pengakuan Pendapatan-LO  dan  Piatang  scbhapai jurnal
CENYESUIalan

Pencatatan i dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan wakiu anfars penetapan

hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penctapan hak



petidapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan — LO diaku
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun
kas belum ditenima,

Pada saat penetapan hak, vaitu saat terbit atau diterimanya

SKP/SKR Daerah atau dokumen penetapan lainnya dicatat

dengan jurnal:
XA EN Piutang Pendapatan KM
XK KX 'i:“éﬁ;.:-la]:uﬂ.tan - LO XXX

Pada saat penerimaan lkas, vaitu saat wajib pajak atau retribusi
melakukan pembayaran melalul bendahara penerimaan dan
diterbitkannya Tanda Bukti Penerimaan dicatat dengan jurnal:
MM KX Kas di Bendahara Penerimaan WA

HE KK XX Piutang Pendapatan HHH

Atau  apabila pembavaran langsung ke kas daerah dan

diterbitkannya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal:

HXXX.XX R/KPPKD HHH
0 l‘iutang_f’cndapatan HHK

Alkun Kas di Bendahara Pencrimaan digunakan saat Wajib
Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalu: Bendahars
Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Wajib
Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalul Rekening Kas di
Kas Daersh yvang dikelela oleh PPED =selaku BUD,

Pada sasl penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau
surat landa setoran, PPK BKPD juga sckaligus mengaku dan
mencalal penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA vang
dilakukan dengan membual jurnal berikut ini:

XX XX XX Perubahan SAL XK

TKEXKEXX Pendapatan — LEA WM

PPK-S8KPD meclakukan rckonsiliasi atas dokumen penetapan
pendapatan yvang pendapatan-LO telah diakui (diakui tahun
sehelumnya - jika tersaji dalam LK akhir tahun audited), dan




2)

untuk menghindari  duplikasi  pencatatan  Pendapatan-LO
dilakukan jurnal penyesuaian.

XXX XK Pendapatan -LO MK

KA MK XX Piutang M

Pendapatan-L{ diakul setelah penerimaan kas.

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaks
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan
hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah
ditcrima terlebih dahulu, namun belum dapat dialoui sebagai
pendapatan karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh
sebab ity Pendapatan-LO akan diakw pada saal pendapatan
telah menjad: hak pemerintah dacrah. (sesum perhitungan
berdasarkan perikatan/perjanjan).

Pencatatan ini dilalukan oleh PPK SEKPD  dengan  ocara

melakukan jurnal seperti di bawah ini:

¥ XXX XX Kas di Bendahara Penerimaan KX

HIAHEH XX Pendapatan Diterima Dimuka XK

Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung
disetor oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga ke kas

daerah:
KX EX XX R/K PPKD X%
KX HE Pendapatan Diterima Dimuka XX

Pada saat penerimaan kas, FPK SKPD juga sekaligus mengakui
dan mencatat penerimasn terscbut scbagal pendapatan — LRA

yvang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini;

N MW WM Perubahan SAL NN

RN KK Pendapatan ... — LRA XXX

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka
PPK SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untak
menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak lersebut sesuai

dengan dokumen sumber wang diterimanya. Pencatatan




pengakuan hak atas pendapatan lersebut dilakukan dengan

membuat jurnal berilout ini;

X.X.XX.XX [lendapatan Diterima Dimuka xxx

ME KK XK Pendapatan — LO AN

Pada penyajian laporan akhir tahun jika berdasarkan
perikatan/ perjanjian periodenya melebihi tahun berjalan, misal
terdapal perikatan pemantaatan kekayvaan daerah (sewa gedung
bangunan pemerintah dacrah oleh phak ketiga) terhitung bulan
Oktober sampai dengan Oklober lahun berikuilnya (satu tahun
perikatan), maka PPE-SKPD melakukan jurnal penyesuaian

terhadap pendapatan LO yvang (elah diakui

A X KX XX Pendapatan LO KA
KH KN XX Fendapatan Diterima MK
Dimulka

PPK-BKPD juga melalkukan jurnal penyesuaian pada saat
penvusunan  laporan  keuangan, atas pendaparan  diterima
dimuka (hasil penvesuaian tahun sebelumnya) vang benar-benar

telah menjadi hak pemeriniah di tahun berjalan.

XK KK KK Pendapatan Diterima Dimuka HXK

MK KKK Pendapatan - LO XXX

B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD
1. Pihak Terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat yang
ditunjuk selaku Kuasa Pengpuna Anggaran
Dhalam kegiatan inl mempunyal tugas memberikan pengesahan atas
pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah ombul dari schiap
transaksi vang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui
dolkumen SPM dan Pengesahan SR,



b. Bendahara Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam kegiatan ini mempunyat bupas:

1)

2l

2

4

=]

7l

Menerima  bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukt
pembayaran/dokumen sumber lainnya.

Menerima bukti tagthan dan PPTK/dokumen pembayaran
dan/atau dokumen sumber lainnya.

Membuatl Surat Permintaan Pembayaran (8PP LP/GU/TU/LS)
dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan
verifikasi,

Membuatkan dokumen surat perianggungjawaban  beserta
tembusan bukt tagihan/dokumen bukti pembayvaran/ dokumen
surmber lainnva dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk
dilakukan verifikasi.

Melakukan pembavaran terhadap tagihan yvang diterima dengan
uang persediaan  berdasarkan  surat  permoheonan  untuk
pembayaran kegiatan (Tunaif/non tunai) yvang telah disetujui
dan ditandatangani oleh PA dan/atau KPA,

Melakukan proses penatausahasn sesual dengan sistem dan
prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas
lagihan yvang diteritnanya;

Menyerahkan  tembusan  dokumen tagihan dan  dokumen
pembayaran seperti SP2D vang diterimanyva/dokumen sumber

lainnya kepada PPK SKPD,

PPTK

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas :

1)
2
3
4

2]

Melaksanakan program dan kegiatan.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,

Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan
untuk pembayaran kegiatan dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
sebagal lampiran kepada PA dan/atau KPA,

Menyviapkan bukti-bukt  pengeluaran  atas  belanja  untuk
kegistan  yang dilaksanakan scrta  bertanggungawab  atas
kebenaran formil dan material sclurubh bukli-bukti pengeluaran

melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung
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{L.3) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembanta.

6] Membuat laporan realisasi anggaran sclap Keglalan  yang
dikendalikannya.

d. PPK SKPD
Dalam kegiatan ini mempunyal tugas:

1) Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPI" yang diajukan olch
bendahara penpgeluaran  dan/atau  bendahara pengeluaran
pembantu,

21 Menviapkan SPM.

3 Mencrima dokumen pertanggzungiawaban darn bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembaniu dan melakukan
verifikasi bukti,

4} Membuat  dokumen  surat  pengesahan  5PJ untuk

ditandatangani oleh PA/KPA.

5] Menerima fembusan buktl tagihan dari bendahara pengeluaran
dan membuatl Memao Jurnal.

&) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap
transaksi sesual dengan dokumen akuntansi/f Memo Jurnal yang
telah dibuat;

7] Melakukan posting atas transaksi sesual dengan akun yang
bersanglkutan ke Buku Besar;

8] Membuat jurnal koreksi, penycsualan, dan penutup dan

menvusun Laporan Keuangan.

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya
Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menverahkan barang/jasa
berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran
dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
atau BUD menggunakan dokumen bukt pembayaran 5P2D .

f. PPKD selaku BEUD
Dalam Kegiatan ini mempunyvai tugas menerbitkan SP2D untuk

melakukan pembayaran.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi untulk pengakuan dan  pencatatan beban

dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas,
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Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Umum Daerah. Oleh sebab 1t

prosedur  akuntansi untuk  pengeluaran  yang dilakukan  olch

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat

dijelaskan sebagal berikut;

a. Bendahsra  Penpeluaran/Bendahara — Pengeluaran Pembaniu
mencrima dokumen tagihan dar phak kebga atau dokomen
sumber lainnya dan menyerahkan lembusannyva kepada PPR S8KPID.

b. PPFK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
lagiban dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya darn
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e, Berdasarkan dekumen tersebut Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proscs
pembayaran  dan  penatausahaan  sesuai dengan  sistem  dan
proscdur penatausshasn  keuangan,  kemudian  menyerahkan
tembusan dokumen pembavaran tersebut kepada PPK SKPLD.

d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
dokumen pembavaran darl Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

c. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam bulku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

f, PPK SKPD melakukan posting jurnal ke bulom besar.

g. Berdasarkan salde Buku Besar FPK SKPD menyusun Laporan
Kouangan SKPD.

Sedangkan prosedur skuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan

oleh Bendahara Umum Dacrah (BUD) adalah sebagai berikut:

a. FPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber alas pembayaran
dari BUD vang mengsunakan meckanisme SP2D LS, kermudian
membuat dokumen alkuntansi berdasarkan tembusan dokumen
sumber lersebur.

b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

c. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

d. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menvusun Laporan
Keuangan SKPD.
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3. Dokumen Sumber

Dokumen  Sumber adalah dokumen wvang berhubungan  dengan

transakst keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebaga

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber vang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntans

Beban dan Belanja SKPD meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan

Pekerjaan

b. Surat Tagihan/Doloumen lain vang dipersamakan dari pihak ketiga

dan dokumen pendukung tagihan

oM L0

Surat Bukti Pengeluaran/Belanja
Surat Pertanggungjawaban (5PJ) Bendahara Pengeluaran
. Surat Pengesahan Perlangpungjawaban
BP2D L2/GU Nihil

. Dolumen Keontrak/Perjanjan

8
k., Dokumen lainnya

4, Pencatatan Transaksi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :

4. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagl

sebagai berikur:

Melahai Uang Persediaan (U

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekamsme Uang
Persediasn tidak ada pengskuan beban sebelum pengeluaran
kas.

Beban  dicatat  ketika bendahara  pengeluaran membuat
perlangegungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat
pengeluaran tersebut disahkan olch fungs: perbendaharaan,
Melalui Kas daerah [LE) Beban dan belanja dicatat bersamaan
pada saat terbitnya SP2D-L5.

b, Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi

pengakuan Beban yaitu :

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pada penyusunan laporan keuangan baik semester/akhir tahun
misal untuk pembavaran listrik/telpon/air/internet antara
tagihan dan pembayaran tidak berada di bulan yang sama,

tagihan bulan Desember, maka pembayaran/ pengeluaran kas
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atas beban penggunaan listriftelpon/ar akan di bayarkan i
bulan berikutnya maka PPK-SKPD akan melakukan jurnal :
KX XXXX Beban ... XK
TRMNHRX Utang belanja M

Atas pembayaran utang belanja - PPK-SKPD juga melakukan
jurnal penyesuaian beban [jurnal balik|

XHE LXK ang belanja MM
ALK Beban KKK

2) Beban diakui saat pengeluaran kas;
Terjadi di tahun berjalan - Terkait dengan pengakuan beban
pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan scsual
dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang
dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah [BUD).

1) Mckanisme Pembayaran melalui panjar kegiatan kepada
PPTK
Pada saat Bendahara Pengelusran memberikan  panjar
kegiatan kepada PPTR  maka perlu dilakukan pencatatan

sehagal berikut:

H M KK XX Panjar Keglatan XXX

3O KX Kas di Bendahara Pengeluaran NKX

Pada saat PPTK memperianggungawabkan uang panjar
maka dicatar!
LS. 8. 4.8 4.1 Beban .. xXXK
KKK Panjar kegiatan - HXX

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat

schagai berilkout:

X.X.XX.XX Kas diBendahara Pengeluaran oex
3 IOLKX Panjar kegiatan XX
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2] Mckanisme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa
meclalul panjar kegiatan.
Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dan
Uang Perscdiaan dan  berdasarkan buktl pembayaran

rersebut dicatat schagai berikut;

¥ X XK.XX  Beban .. ' P

KKK KX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Pada saal Bendahara Pengeluaran membuat Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembayaran vang dilakukan
melalui Usang Persediaan — proses pengajuan Gant Uang
|G} serta telah diterima dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan
disahkan oleh pengguna anggaran, maka tidak ada jurnal
lagi vang dilakukan oleh PPE SKPL.

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D
atas pengisian kembali Kas di Bendahars Pengelusran maka

PPK SKPD akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

R AXX XX Kas d Bendahara Pengeluaran HXX

KXXK KK R/K PPKD XX

Bersamaan dengan penpgisian kembah Kas di Bendahara
Pengeluaran maka PPEK SKPD melakukan pengakuan
ternadap belanja [basis kas) vang dilakukan dengan jurnal

sebagal berikuat:

XX XX XX Belanja NEE
XK XX XX Perubahan SAL HKX

Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku
Jurnal dan semua pencatatan dalam buku jurnal pada
setiap perlode tertentu ataupun saat transaksi terjadi (real
time| diklasifikasikan sesual dengan akunnya dengan

melakukan posting dalam Buku Besar.
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3} Beban diakui sctelah pengeluaran kas,
Apabila dalam hal proses lransaksi pengeluaran  terjadi
perbedaan waktu antara penetspan kewajiban dan pengeluaran
kas, dimana penctapan kewajiban (pengakuan heban) dilakukan
setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan
beban dapat dilakukan pada  saat  barang  alau jasa
dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat
pengeluaran  kas mendahuba dan saal barang alag jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapart diakui sebagad
Beban, Pengeluaran kas tersebut dapart diklasifikasikan sebagai

Beban Dibavar Dimuka (akun neraca), misal terkait pencatatan

pembayaran asuransi.

XM XN.XY  Beban Dibavar Dimuka R
% XK XK Beban XK

Terkair dengan pengalouan beban setelah pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan scsual dengan perolehan dolumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang diadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Umum Daerah (BUD).

a) Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara
Pengeluaran

Pencatatan  vang  dilakukean PPK SKPD saat pombayaran
dilalukan berdasarkan dokumen sumber vang berasal dan
Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan

jurnal scbagai bernkut:

XX XX XX Bceban RHE
O Kas di Bendahars Pengeluaran KK

Bersamaan dengan pengeluaran kas vang dilakukan olch
Berndahara Pengeluaran, malka FPK SKPD juga harus mengaloul
belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal
schagal berikul:
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KA XK XX Belanga R
KX KX Perubahan SAL YRR

Pada saat pengaluan beban berdasarkan dokumen, maka PPK

SKPD akan melakukan pencatatan dengan jurnal - sebagai
berikut:

XM XX.XX Beban Dibavar Dimuka ' XK
KK K XX Beban MR

b) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung

Pada saat adanva tagihan/dokumen lain yang dipersamakan,

maka akan dilakukan jurnal :

XN XXX Beban ... MRR

LM MK Litang_hi:iﬂnja MR

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen
pembayaran dari BUD [SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan
delkumen sumber yvang herasal dari BUD dilakukan dengan cara

melakukan jurnal sebagai benkue

KX KXY Utang belanja XA
O KX R/K PPRD XXX

RBersamaan dengan pengelusran kes vang dilakukan oleh BUD,
maksa PPK SKPD juga harus mengaskui helanja vang dilalkukan
dengan jurnal sebagai berikoat

NN AOLXR Belanga 541

KKK Perubahan SAL e

Pada saat pengakuan beban berdasarkan deokumen, maka PPR
SKPD akan melakukan pencatatan dengan jurnal  scbaga
berikul:

XM XX.XX Beban Dibayar Dimuka XK
XXX Beban XXX
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C. Akuntansi Piutang SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pthak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SkPD

adalah:

-

b.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPH-SKPD)|

PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang
sehagal dasar pencatatan dan melakukan pencatatan.

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaar,
menvelorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang
vang dilakukan melalul Bendahara Penerimaeaan.

BUD

BUD mempunval tugas melakukan penerimaan atas pembayaran
pintang vang dilakuken melalui Kas di Kas Daerah,

Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD

Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan
dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan alas pendapatan,
qumlah  pendapatan vang akan diterima maupun yang masih
teritang.

Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya

Wajib Pajek/Retribusi dan pthak ketiga lainnya berkewajiban untulk

melakukan pembayaran.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi

transaksi pendapalan daerah dengan penangguhan penerimaan kas

walaupun pendapatan dacrah sudah tergadi dan diakui. Piutang dicatat

atau diakui pads saal pendapatan daerah atau hak daerah telah terjadi

scsual ketentuan atau perjanjian akan leltapl belum ada pembavaran

kas dari pthak ketiga sechingga prutang bertambah, Sebaliknya prutang

akan berlarang apabila dilakuksn pembayaran atas piulang tersebul,

Pembayaran dapat dilakukan melalul Bendahara Pencrimasn atau

langsung ke kas daerah.

Berdasarkan bukll atas transaksi yang mempengarahi piutang tersehbuat

rmaka PPK SKPD akan melakulian pencatatan jumal pada buku jurnal
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kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing buku besar dan

buku besar pembantu piutang sesuai akun.

.Dokumen Sumber

Dokumen  Sumber adalah  dokumen yang berhubungan dengan
lransaks] keuangan pemerintah daerah yang digunakan schagal
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yvang digunakan pade Akuntansi Piutang SKPD meliputi:

a. Burat Keletapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah)

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKE)

c. Dokumen Penctapan Pendapatan lainnva
d. Bukti Pembayaran

e. Surat Tanda Setoran (ST3S)

f. Bukti setoran lainnya

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD menerima dokumen penctapan pendapatan dan

pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak
ketiga lainnyva, maka PPK-3KPD akan mengakui adanya piutang akibal
transaksi tersebul dengan mencatat “piutang’ pada sist debet dan

"pendapatan...(sesual rineian objek]” pada sisi Kredit,

TN MY Piutang.., HEM

XK KK KK Pendapatan...- LO XXX

Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan
permnbayaran, maka PPR-SKPD akan mengurangt piutang tersebut
dengan  menjurnal “Piutang” di  kredit dan “Kas di Bendahara
Penerimaan” [untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaany
atan “R/K PPED” (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debet.
Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan:
XX XXXX Kas di Bendahara Penerimaan X%
WM KX Piutang... N

Jurnal untuk pembavaran melahal BUD:
XX XX XX R/KPPKD 30K
XML KX Piutang,... HHK
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D. Akuntansi Persediaan SKPD

1.

Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak vang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-S5KPD)
PPK-SKPD} mempunyai tugas melakukan proses akuntansi
persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dar
Pengurus Barang,

b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang
Penpurus Barang bertugas mengadministrasikan keluar masuknya
persediaan dan membuat dokumen sumber dan data akuntansi
lainnva tentang persediaan yang ditermbuskan kepada PPR-SKPD,

e. BUD
BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan
persediaan vang dibavar melalui Kas di Kas Daerah.

d. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran melakukan pembsayaran atas pengadaan

persediaan vang langsung dibavar oleh Bendahara Pengeluaran.

Prosedur Akuntansi
Persediaan dinkui pada saat potensi manfaat ckonomi masa depan

diperoleh pemerintah daersh dan mempunyai nilal alau biaya yang
dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Saldo normal
akun buku besar persediaan adalah salde debet, Artinya akun ini
akan bertambah dengan adanya transaksi yvang mendebetnya,
sebaliknyva akan berkurang dengan adanva transaksi  vang

mengkredit. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah:

a. Persediaan  dicatat secara periodik berdasarkan hasil

inventarisasi fisik, meliputi persediaan vang nilai satuannya
relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut

pengpunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang
konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang

cetakan, dan vang scionis,
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3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah  dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangsn pemerintah daerah wang digunakan sebagai
sumber atau buktli untuk menghasilkan data akuntanst. Dokumen
sumber vang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penenmaan Barang

b. Bulcti Pengeluaran Barang

c. Berita Acara Pemerksaan Barang

d, Berita Acara Inventarisasi Persediaan

e, Laporan Persedinan

4. Pencatatan Transaksi
I} Awal Tahun

Pada awal tahun, berdasar Bukti Mcmorial, FPE-SKPTD mencatat
pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Perscdiaan atas
persediaan awal pada neraca.

X HAXH XX  Beban Persediaan HMX

LXK Persediaan xxx

2) Pengadaarn
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/ Feoice atau Bulktl
Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi
dan  dipertangpungiawablkan, PPK-SKPD akan mencatat
pengakuan Beban Persediaan dan B/ K PPRD,
a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Perscdiaan
Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui

Bendahara Pengeluaran:

k. Pengadaan dengan mekanisme L3
Jurnal pengadaan Perscdiaan dengan Pembayaran dengan

mekanisme LS melalui BUD;

KX MN MY Be ban Persediaan HEE

L 850 6.0 4 'I_Itan;-,; be lamja 0L
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X.XXX.XX Utang belanija XXX
KK KKK R/K FPED XX

3] Pemakaian persediaan pada periode berjalan  tidak ada
pencatatan akuntansi atau pengakuan persediaan.

4] Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil
opriame  fisik  persediaan, PPK-SKPD akan melakukan

pencatatan Persediaan  (akhir) dan  pengurangan  Beban

Persediaan.
KN XN WX Persediaan NN
XX LK Beban Persediaan RN

E. Akuntansi Aset Tetap SKPD
1. Pihak-Pihak Terkait

Pihal-pihak yang terkail dalam prosedur akuntansi asct SKPD adalah

sebagal berikuat:

a. Pengguna Anpgpgaran
Pengguna Anggaran DEriugas memberikan
otorisasl/menandatangani dokumen atas pengadasn Asel Tetap,
pengusulan penghapusan, pengegunaan, maupun pelepasan Asct
Tctap.

b. Pengurus Barang
Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Asct Telap hasil
pengadaan berdasarkan Berita Acara Pencrimaan Barang/Aset
Tetap.

c. PPTK
Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses pengadaan Aset Tetap
sesual denpan prosedur yang berlaku,

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKFD (PPK-SKFPD)
PPK SKPD akan melakukan pencatatan ates pengadaan Asct Tetap,
pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset

Telap berdasarkan dokumen yang diterima.

]
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e. BUD
Tugas BUD dalam hal ini adalah melakulkan pembayaran atas
pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran yaitu

Surat Perintah Pencairan Dana (8P2D).

. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi untuk aset tetap dapat dibedakan menjad: dua

transaksi utama vaitu transaksi unfuk perolehan asct tetap dan
transaksi untuk pelepasan asct telap,

Proporsi terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di pemerintah
dacrah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan adalah
schagal berikul |

a. Pembelian Aset Tetap

1) Berdasarkan SPM Belanja Modal vang telah ditandalangani oleh
Penpguna Anggaran, Kuasa BUD akan meclakukan pembayaran
atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D Belanja
Modal.

2] Berdasarkan SP2D Belanja Maodal tersebut, PPE-SKPD membuat
dokumen akuntansi vyang akan dijadikan dasar dalam
menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul alas
pembelian aset tetap.

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Asct Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan cara melakukan proses permusnahan aset tetap dan dengan

cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untuk pelepasan
aset tetap melalui proses penghapusan dilakukan dengan cara
sebagal berikuat;

1) Pengelola Barang akan membuat Rancangan Sural Keputusan
Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Dacrah yang
akan diotorisasi oleh Kepala Daerah,

2] Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang lelah
dintorisasi, selanjurnyva akan dilakukan penilaian apakah Barang
Milik Dacrah tersebut akan dijual atau tidak.

3) Jika harang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka
PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan

membual pencatatan penghapusan aset tetap.




Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka proscdur

vang dapat dilakukan adalah sebagai berikul:

1) Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat
Kepala Dacrah vang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses
penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara
Penjualan/Lelang.

2] Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan/Lelang yang
diterima olech PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi
dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan asct tetap.

3] Jika penjualan asct tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah  dibandingkan nilai  buku) maka  PPE-3KPD
Dinas/Badan /Kantor akan melakukan pencatatan sesual dengan
kerugian wvang diderita atas kegiatan pelepasan aset tetap

tersebut.

3. Dakumen Sumber

Dokumen Sumber adalah  dokumen wyang berhubungan dengan

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai

sumber atau buktd untuk menghasillkkan data akuntansi. Dokumen

sumber vang digunakan sebagal dasar pencatatan pada Akuntansi

Aset Tetap SKPD mehputi:

a.
b,

d.

£

SP20 LS

Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak [I1
Berita Acara Pelepasan Aset Telap

Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap

Laporan

Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan

hal-hal vang scring diperlakukan terhadap asel yang dimilila oleh

pemeriniah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan sebagai

berikeut:

Perolehan Aset Tetap
Perolchan Asel Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan,

pertukaran asel, hibah/donasi, atau lainnya.
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1} Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan
Perolehan melalul pembelian dan pembangunan dapat dilakukan
dengan pembelian tunail dan angsuran alau pembayaran termin
sesuai kemajuan pckerjaan. Perolechan melalui pembelian dan
pembangunan dilakukan melalul mekanisme pelaksanaan APBD
vailu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap
dilakukan pada saat adanya BAST/Tagihan/dokumen lain vang
dipersamakan. —Pencaratan kedalam akun Aset Tetap dilakukan
apabila pembavarannya langsung 100% atau tanpa proses termin
sedangkan pencatatan ke akun Konstruks: Dalam Pengenaan

IKDP) dilakukan apabila pembayvarannya melalul proses termin.,

al Pencatatan ke allan Aset Tetap (Tanpa Termin] berdasarkan
BAST/Tagihan/dokumen lain vang dipcrsamakan adalah
sehagal berikur -
XX KX Aget Tetap... WK
KR IEXRX Utang Pengadaan Aset Tetap XXX

Pada saat rerbit SP2D maka PPE-SKPD skan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aser Tetap dengan jurnal
sehagal berikut:

XK XX XX Utang L'Engadaa_n Asct Tetap XMX

00, X0 R/K PPKD KRK

Disamping itu pada saal bersamaan PPE-SKPD juga periu
mencatat transaks: pembayaran secara basis kas untuk
mementhi  kebutuhan  penvusunan  LRA  dan  Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal *Belanja Modal (sesuai
jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL" di kredit.

KN KK KK Eh:?ﬁl'!jﬂ Muodal XK

XX 300 KX Perubahan SAL XK

b) Belanja Modal Termin
Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening
Belanjs Modal dimana pembayaran pengadaan asel letap

tersebur tidalk langsung 100% atau pembayarannya melalu
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proscs termin,  Sebagai  contoh  adalah pembangunan
konstruksi  Gedung, Bangunan, Jalan dan Jembatan,
Berkaitan dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis
tagihan belanja modal lermin, maka pengisian kontrak
tersebut wajib dilakukan, Apabila kontrak tidak diisi maka
SPP-LS tidak bisa disimpan. Data kontrak digunakan untuk

memuneullan secara otomatis jurnal Aset Tetap,

Berdasarkan PSAP Nomor B Paragraf 14 tersebut diatas, maka
jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Medal Termin

sehagal berikut :

KN XX Konstruksi Dalam Pengerjaan .., KMK

KX EN XX Utang Pengadaan Aset Tetap e

Pada saat terbit SP2D maka PPE-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadasn Aset Tetap dengan jurnal
sebagal berikut:

KX XX KX Utang Pengadaan Aset :fét'a'p_ X

XM R/K PPKD MK

Disamping itu pada saat bersamaan PPR-SKPD juga perin
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi  kebutuhan penyusunan LEA  dan  Laporan
Perubahan SAL denpan menjurnal “Belanja Modal [sesuai

jenisnya)” di debet dan "Perubahan SAL" di kredit.

KOKH XX !:S_dmlj a Modal KKK

KA XN XX Perubahan SAL XXX

Berdasarkan SPM L3 Belanja Modal yang  lelah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen
pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayvaran
alas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS
Belanja Modal.
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¢} Belanja Modal Termin Terakhir
Jenis tagihan Belanja Modal Termin terakhir dipilih untuk
Rekening Belanja Modal dimana pembayaran pengadaan aset
tetap tersebut pembayarannya melalui proses termin dan
sudah mencapai 100%, maka jumal pada saat menginput

Tagihan Belanja Modal Termin Terakhir sebagai berikur :

K MY XX Konstruksi Dalam Pengerjaan .. MK

MK HHLXX Utang Pengadaan Asct Tetap MMM

Selain jurnal tersebut untuk mengakul aset tetapnya,

dilakukan dengan jurnal sebagai berikut

N XK Asct Tetap... o
WK XK Konstruks: Dalam XXX
Pengerjaan

Pacda saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal
sebagai berikut:

XX XN XX Utang Pengadaan Aset Tetap  xxx

XK XX /K PPKD KK

Disamping ity pada saat bersamaan PPK-S5KPD juga perlu
mencatal transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi  kebuiuhan  penyusunan LEA  dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal *Belanja Modal (sesuai
jenisnyal” di debet dan “Perubahan SAL" di kredit,

KX KX XX Belanja Modal oo
KER}{}E}{ Perubahan SAL o

2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap
Apabila aset tetap vang diperoleh nilainva lebih besar dari nilai

buku aset tetap vang dilepas dijurnal



MO KX  Aset Tetap (vang masuk)... XN

XXX XX Akumulasi Penyusutan [vang keluar)... XXX
KK XX Aset Tetap (vang keluar)... XXX
KX XXX Surplus F'E.-njualan- Aset Non Lancar-LO o

Apabila aset tetap yvang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai
buku aset tetap vang dilepas dijurnal :

XX XXX Aset Tetap (yang masuk).., XXX

KR XX Alumulasi Penyusutan (yang keluar)... KK

XX XK. XX Defizit l’Enjualan Aset Non Lancar — LO XXX

XX XX.XX Aset "-E;::tap {vang keluar]... KM

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi
Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilkukan jurnal,

XX XN XK Aser Te tap... ; X

PR e Pendapatan Hibah.. - L0 RNX

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan
menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan
jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau
transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi

saldo atas akun-akun tersebut.

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset
tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap.

Ketika Pemerintah Dacrah akan melakukan proses penghapusan
aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat
Keputusan Kepala Dacrah tentang Penghapusan barang Milik
Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Dacrah. Berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dacrah yang telah diotorisasi, selanjutnya
akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut
akan dijual atau tidak. .Jika barang milik dacrah tersebul tidak
layak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan

azet telap dengan menjurnal "Akumulasi Penyusutan” dan "Defisit

T



Penjualan Aset Non Lancar® di debet dan "Aset sesuai jenisnya” di

kredit.

XXX Akumulasi Penyusutan ... HEE

X XXX Defisil F&ﬂjuéian Aset Non lanecar - LO MHN
XXX XX Aset Tetaﬁ_-.. MM

Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka
bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diternima oleh
PPK-SKPD dari Penpelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-
SKPD untuk mengakui pelepasan aset tctap.

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah dibandingkan nilai buloa) maka PPE-SKPD
Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara
Penerimaan”, “Akumulasi Penvusutan Aset Tetap®, serta "Defisit
Penjualan Aset Nonlancar® di debet dan "Asel sesuai jenisnya” di

kredit pada buku jurnal.

X.XXX XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX

¥.X.XX XX Defisit Penjualan Aset Nonlancar - LO K

KKK KK Aset Tetap... KKK

Schaliknva, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap
tersebut maka PPE-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal
"Kas di Bendahara Pencrimaan™ dan “Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap® di debet serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar” dan "Aset

scsual jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

XXIOLXX Kas di Bendahara Penerimaan NN
KX KX XX Akumulasi Penyvusutan Asel Tetap XX
MoK KX E-‘;uff:-ius Penjualan Asct Nonlancar - LO Xxx

KX XA Aset Tetap... KRX

Dari pencatatan  jurnal  tersebut, maka PPK SKPD akan
membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK
SKPD kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan posting

dalam Buku Besar sesuai dengan akunnva.



Selain itu, pada saat vang bersamaan, PPE-SKPD perlu mencatat
transaksl penjualan asel tetap tersebut secara basis kas untuk
keperlusn penyvusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan
menjurnal "Perubahan SAL" pada sisi debet, dan "Pendapatan dari
Asct yang Tidak Dipisahkan” pada sist kredit

XX XXXX Perubahan SAL MK

WXL KKK Pendapatan dari Penjualan Asect XXX
yvang Tidak Dipisahkan

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penvesusian nilal yang [erus mencrus
schubungan dengan penurunan kapasitas suatu  aset, baik
penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilal. Penurunan kapasitas
terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.
Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan
suatu aset menjadi beban penyusutan sccara periodik sepanjang
masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, milal asct letap dalam
neraca akan lebih san (overstated),

Alumulasi penyusutan merupakan total dan penyusultan suatu
aset tetap yvang telah dibebankan., Akumulasi penyusutan menjadi
pengurang aset tetap dalam neraca dimans harga perolehan aset
tetap vang lelah dikurangl dengan akumulasi penyusutannya
menjadi nilai bulu (book valus] asel tetap tersebut,

Akumulasi penvusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir

periode pelaporan/tahunan melalui jurnal penvesuaian sebagm

benkul:
XX XX XX Beban Penvusutan Asel Tetap XXM
KX KK XK Alcumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX

F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD

1. Pihak-pihak Terkait
Pihak-pithak vang terkait dalam prosedur askuntans: lminnya SKPD
adalah:
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPR-SKPD|
Dalam sistem akuntansi aset lainnyva, PPEK-SKPD) melaksanakan

fangsi AKUNtansl SKFPD, memilili tugns mencatat



transaksi/kejadian  asetr  lainnya berdasarkan  buldti- bukt
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistemn akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran
SKPD memiliki tugas menylapkan dan menvampaikan deokumen-
dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan
perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten
ditembuskan ke PPK-SKPD,

¢. Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD
memiliki tupas menyviapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah
vang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK-
SKPD.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SkPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau perolehan asel lainnya seperti lisensi,
hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan apabila
terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan benta
acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan barang
milik daerah vang rusak berat. Aset Lainnya dicatat dialkul pada saat
barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga atau
dilakukan pembayvaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
dengan manggunakan uvang persedian atau dilakukan oleh BUD
melalu 3P2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhl aset lainnva
maka PPK SKEPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal
kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan

buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber
Dokumen  Sumber adalah  dokumen  yang  berhubungan  dengan
transaksi keuangan pemerintah  daerah yang digunakan scbagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen



sumber yang digpunakan scbagai dasar pencatatan pada Akuntansi

Aset lainnya SKPD meliputi:

a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten
b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

¢. Bukti Prengeluaran Perolehan Aset Lainnva ([SP2D, Bukt

Pengeluaran).

4. Pencatatan Transaksi
a. Aset Tidak Berwujud
Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh

SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak
berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita

acara serah terima, dengan menjurnal:
1) Jika dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

XX XX XX Beban Barang dan Jasa XXX

KX Utang belanja XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas perolchan aset tidak
berwujud  tersebut, PPE-8KPD melakukan penjurnalan
berdasarkan dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran
iITBP) atau SP2D-L5, dengan mencatat “Utang belanja” di debet
dan "Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar
menggunakan vang UP/GU/TU atau “"Utang belanja® di debet
dan *RK PPKD" di kredit jika pembayaran dilakukan dengan

mckanisme L3,

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:
KKK KX Utang belanja HHK
AR Kas di Bendahara Pengcluaran 2K

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:
XAEXK Wang belanja O

XK RK XK R/K PPKD *XH

Sebagail transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset

tidak berwujud tersebut, PPK-SKFD mencatat “Belanja Barang



dan Jasa -..." di debet dan "Perubahan SAL" di kredit dengan

jurnal:
MK KX XX Belanja Barang dan Jasa HHX
XX XX Perubahan SAL X

Pada skhir tahun dilakukan jurnal koreksi untuk mengalkoul Aset
Tetap Tak Berwujud tersebut, yaitu

XX XX XX Asel Tetap Tak Berwujud UK
RXIECRK Beban Barang dan Jass AKX

2) Jika dianggarkan pada Belanja Modal

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

XM XK Aset Telap... WM

.....

XK MK Utang Penpadaan Aset Tetap XM

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal
schapal benkut;

XU XX Utang Pengadaan Asel Telap HNH

XN KKK R/K PPKD XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatal transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LREA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Meodal [sesual

jenisniyva)” di dehet dan “Perubahan SAL" di kredit.
KUK XX Belanja Modal HHX

K KERXK Perubahan SAL HHH

Pada akhir tahun dilakukan jurnal koreksi untuk mengakoui

Aget Tetap Tak Berwujud tersebut, yaita

HHE XK XX Aset Tetap Tak Berwujud XHK

WA HHUXX, Aset tetap XX
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b.

c.

Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan penpurus barang terkail asel tetap vang
sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK- SKPD
membuat bukti memorial yvang  diotorisasi Pengguna Anpgaran
dan kemudian mencatat pengakuan asct lain-lain  dengan
menjurnal “Aset Lain-Lain"” di debet sebesar nilai buku aset tetap
vang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan "Akumulasi
Penvusutan- ..." di debet serta “AsetTetap-..." dikredit untuk
mereklasifikasi asct tetap ke asct lain-lain.

ME KM XM Aset Lain-lain b ot

XA XH XK Akumulasi Penyusutan aset tetap X

ML OLKK Aset Telap WK

L Akumulasi penyusutan aset lain- HEK

lain

— — e ——————— ————————

Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi vang sistemnatis atas nilal suaty aset
tetap tidak berwujud vang dapat disusutkan selama masa manfaat
aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing
perinde diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak
berwujud dalam neraca dan beban amortisas: dalam laporan
operasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dan Amortisasi suatu aset
tidak berwujud vang telah dibebankan. Alumulasi Amortisasi
menjadi pengurang aset tidak bersujud dalam neraca dimana
harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan
alkumulast amortisasinya menjadi nilar buku [book value) aset lidak
berwujud tersebut.

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatal sctiap akhir
pericde pelaporan (semesteran) melalai jurnal penvesualan sebagail
berikul:

XAXX.XX Beban Amortisasi Aset Tidak XXX

Berwajud

———

XX XX.XX  Akumulasi Amortisasi Asct Tidak XXX
Berwujud




G. Akuntansi Kewajiban SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yvang terkait dalam prosedur akuniansi kewajiban SKPD

adalal:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPE-SKFD)
PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang
vang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerhbitkan
bukti memorial vang diperlukan sebagai dasar pencatalan,

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTE)
PPTK bertugas melakukan pengadaan Asel Tetap sesual prosedur
dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD scbagai
tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.

c. Bendahara Pengeluaran
Bendahara  Pengeluaran  bertugas  melakukan  pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo  ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalai
Bendahara Pengeluaran,

d. BUD
Bendahara  Pengeluaran  bertugas melakukan  pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
ternpo ataupun tagihan yang diterima yvang dibayar melalui Kas di

kKas Dacrah yvang ada di BUD,

2. Prosedur Akuntansi

Proscdur akuntansi kewajiban akan dilalkkukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap
dengan menangguhkan pembayaranya walaupun berang atau aset
tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewsjiban dicatat
diakui pada saat barang diterima atau dilerimanya tagihan dari pihak
ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Scbaliknya kewajiban akan
berkuran apaila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan
mangrunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalu 3P2D
Ls.

Berdasarkan bukti atas (ransaksi yang mempengaruhi kewajiban atau

utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku




jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku

besar dan bulku besar pembantu sesual alun.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah dacrah vang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi, Dokumen
sumber vang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Kewajiban SKPD meliputi:

g. Berita Acara Penerimaan Barang

h. Tagihan dari Pihak Il

¢, SP2D LS

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD  melakukan suatu  transaksi pembelian dengan

menangguhkan pembayarannya, maka PPE-SKPD akan mengakui
adanya hulang/kewsajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
“Beban...[scsual rincian objek])” pada sisi debet dan “Utang’ pada sisi
kredit,

N K XM XX DBeban KEX

XK KKK Utang belanja KKK

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset
tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKFD
adalah “Aset Tetap" di debet dan *Utang Pengadaan Aset Tetap” di
keredit.

K XOLXX Aset Tetap MK

WHIOXK Utang Pengadaan Aset Tetap HooK

Pade saal SKPD melakukan pembayaran, makas PPK-BKPD akan
menghapus utang tersebut dengan menjurnal "Utang Pengadaan Aset
Tetap® di debet *R/K PPKD”) di kredit untuk belanja dengan meckanisme
LS.

Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

WO KX Eitﬁng Pengadaan Aset Tetap XX
XM XX N R/K PPKD XK
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H. Akuntansi Ekuitas SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait

Prosedur akuntansi ekuitas inl merupakan prosedur akuntansi tkutan

dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi

kewajiban, prosedur iransaksl Belanja, prosedur transaksi Aset dan

sehagainya.

Pihak-pihak wang terkait dalam prosedur akuntansi ckuitas SKPD

adalah:

.

C.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)|
Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi
ckuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukt

memaorial,

. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran berfugas melakukan pembayaran atas setiap
beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi
ekuitas.

Bendahara Penerimaan

Bendaehara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang
yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transalks:

ckuitas,

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesual dengan
prosedur vang akan mempengaruhi transaksi  elkuitas  dan
memberikan dokumen tembusannva kepada PPKE SKPD untuk

dilakukan pencatatan.

2. Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi atas ekuitas vang dapat terjadi pada transaksi di

SKPD dilakukan seperti berikut ini:

.

Pada saat penyusunan laporan  keuangan dan  melakukan
penutupan akun nominal vaitu akun pendapatan LO dan akun

bebar.

Koreksi kesalahan vyang tidak berulang yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan mempengarahl aset  dan
kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang ckuitas



pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebul
antara laimn:
1} Koreksi nilai persediaan

2) Belisih Revaluasi Aset Tetap

3. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber adalah  dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagal
sumber atau bukt untuk menghasilkan data akuntansi, Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Ekuitas SKPD melipuri:
a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan

b. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap

4. Pencatatan Transaksi
a. Pada saat penyusunan laporan Keuangan

Dalam tahapan penyvusunan Laporan Keuangan 3KPD, setelah

menyusun Laporan Operasional perlu dilakulkan penutupan akun-

akun nominal dengan tujuan:

1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO
dan beban.

2y Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun
ekuitas untuk pencatatan periode berikulnya,

3) Menghitung ekuitas akhir periode.

Berikut contoh jurnal penutup LO,

00K Pendapaian—LG XXX
TR Beban MK
Mo KM KR Surplus/Defisit-LO XK

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
aleun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir periode,

A0 Surplus/ Dehsir-1LO HHH
o Ekuitas HEHK
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b, Koreksi kesalahan vang tidak berulang vang terjadi pada periode-

periode sebelumnya
1] Koreksi nilal persedizan
XEAXMKXY Ekuitas XX
XK XXX Persediaan KHX

2] Belisih Revaluasi Aset Tetap
MK KX XX Aset Tetap MMX
23O KX Ekuitas NEX

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

1. Jurnal
SKPD melakukan proses akuntansi dari pencatatan transaksi hingga
penvusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi
dicatat oleh Fungsi Akuniansi SKPD sesuai dengan dokumen

transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam bulu jurnal.

PEMERINTAH EABUPATEN .........
MEMO JURNAL
Tahun Anggaran
| Momar & o
Tangga
S5KPD
[ Eode Perkiraan Deskripsi Perkiraan :Iuﬂlnh Debet | Jumilah Kredit
Keleran
Bukt ) P Tamgg
1.
2
3
Cicabal Qe : Disatugud ; Ao -
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PEMERINTAH KABUPATEN .........

BUKU JURNAL
Peripda | L Janaan s.d. 31 Desembar 200K

Urusan Pemearinkahan
Bidang Pamerintahan
1inlt Organisasi

Sub Unit Grganizasi

I
Mo TANGGEAL MO.BUKTE REKEMING URALAMN REF DEBET

]lJHI.HI'_I

MLF

Fungsi Akuntansi PPKD
fraerecda Tangany
{nama lengkap)

2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap sm, PPK SKPD mem-

posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dan buku

jurnal ke buku besar masing-masing akun. Formal buku besar yvang

digunakan adalah sebagai berilour:

PEMERINTAH KABUPATEN .........
BUKU BESAR

Peringe ¢ 1 Januar =.d. 31 Desember 2081

Urusan Pemerintahan
|Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi
Eode Rekening Buku Baszar
Kama Rekening Buky Basar

Mo| TAMGGAL | URATIAN DEBET KREDIT

SALDO

JUMLAH




3. Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaal sebelum penyusunan

laporan keuangan, PPK  SKPD menvusun Neraca Salde atau Daftar
Saldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar vang berisi seluruh
kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca
Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai

beriloat:

PEMERINTAH KABUPATEN .........
SALDO BUKU BESAR

o 13 Gessrer X2 T

Urusan PEmerintzhan

Uit Drganisasi

Subs Unit Drganisas

KODE REKENING URALAN DEBET KREDIT 1'

JUPLaRH

J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
1. Ketentuan Umum
Laporan Keuangan vang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan
melalul proses akuntansi lanjutan vang dilakukan olech PPR-SKPD.
Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan
menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Dan 7 Laporan Keuangan wajlb yang terdapal dalam PP 71/2010,
terdapat 5 Laporan Keuangan vang dibuat aleh SKPD, vaitu:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA}
b, Neraca;
Laporan Qperasional (LO);
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK].
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2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

keuangan adalah :

Pejabat Penatausahaan Keuangan ([PPE-SKPD)

PFK SKFD melakukan penyvusunan atas Laporan Keuangan.
Pengguna Anggaran

Pengpuna Angparan akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan atas SKPD-nya scbagai entitas akuntansi

untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

b.

Membuat Neraca Saldo

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku  besar
menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

PPK-SKPD membuat jurnal penyvesusian.Jurnal ini dibuat dengan
ljuan  melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun
terteniu dan pengakuan atas transaksi-transaks) yang bersilat
akrual.Jurnal penvesuaian tersebut diletakkan dalam kolom
“Penyesuaian” vang lerdapal pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yvang diperlukan antara lain
dipunakan untulk:

1] Koreksi kesalahan / Permindahbukuan

2] Pencatatan jurnal vang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada

akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagan

berikut;

1) Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreks: atas lenjadinya kesalahan pencatatan,
PPE-SKFPD akan membuat bukti memorial vang akan diotorisasi
oleh Pengpuna Anggaran, Berdasarkan bukti memorial yang
telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan
atas jurnal vang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi

beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk
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melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD
menjurnal “Beban telepon” di debet dan “Beban listrik” di kredit.

L .00 Beban telepon KX
TXXHXXX Beban listrik XK

Karcna merupakan transaksi realisasi anggaran, PPE-SKPD juga
mencatat  koreksi  belanja dan  melakukan  penvesualan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon™ di debet
dan "Belanja listrik” di kredit.

XM KKXX Belanja telepon MM
R R Belanja hsirk o
2) Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD  melakukan transaksi persediaan  dengan
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir
periode  sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin
akan dilakukan stock oprniame setiap akhir periode untuk
mengetahui sisa persediaan vang dimiliki,. Berdasarkan Berita
Acara Stock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan
menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debet dan "Beban

Persedinan” di kredit scbesar perscdisan yang ada di akhir

pernode,
X XXX XX Persediaan XHK
X X XK XX Beban Persediaan  xxx

3) Jurnal depresiasi
Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi vang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun
akan membuat bukli memorial yang kemudian akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau
penvusutan atas aset tetap yang dimiliki, PPK-SKPD akan

mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal "Beban
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Penyusutan® di debet dan "Akumulasi penyusutan” di kredit di

jurnal umum.

KKK Beban penyusutan KX

PR E oy Akumulasi Penyusutan KAX

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

Pemerintah Daerah perlu membuat jurmal penyesuasian pada
akhir periode untuk transaksi pembayaran biava sewa yang
masa manfaatnya lebih dari samu tahun anggaran vang dicatat
dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir
rtahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPE-5KPI} akan
membuat bukti memorial vang kemudian akan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran untuk penyesualan beban sewa, PPR-SKFPD
gkan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal "Sewa
dibayar di muka,; Bebkan Jasa Dibayar Dimuka" di debet dan
“Beban sewa”™ di kredit pada bul jurnal,

XX XX XX Beban Jasa Dibayar Dimuka HEX
_J{K}LKJ{E?{_ Beban sews M

Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Berdasarkan jurnal penvesuaian yang telah dibuat PPK-SKFPD
melakukan penvesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi

neraca saldo atau dafltar saldo buku besar setelah penyesuatan,

Membuat LRA dan jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar salde buku besar setelah
penyesualan., Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran ([kode
alkun yang berawalan 4, 5, dan 6] dan kemudian membuat
“Laporan Realisasi Anggaran”,

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD  juga
melakukan  Jurnal  penulup untuk  menutup  akun-aloun
LEA Prinsip penutupan il adalah membusat nila akun-akun LRA
menjadi 0 (nol), Benkut contoh jurnal penutup LRA:



X.X.XX.XX Pendapatan-LRA XMH

XX Belanja 0 4.4

M KL Surplus/Defisit LRA X

X XXX XX Surplus/Defisit LRA KoK

X} KK KX SiLPA/SiKPA KK

XXX XX SILPA/SIKPA ey

XX XX XX Perubahan SAL 00K

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD

menvusun Neraca Saldo setelah Penutupan LEA,

e. Membuat LO dan jurnal penutup LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penumpan LEA, Akuntlansi
SKPD mengidentifikasi akun-akun vang termasuk dalam
komponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan
9) untuk kermudian membuat Laporan Operasional.
Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi O,
Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.Berikut contoh
jurnal penutup LO.

XXX XK  Pendapatan-LO) MK
KEKX Beban NEX
XX XX XX Surplus/ Defisit LO . KUK

f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir
Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan vang salah satunya diperoleh

dari Laporan Operasional {LO} yang telah dibuat schelumnya.



Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan
chuitas SKPD.
Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas

SKPD,

PEMERINTAH KABUPATEN ........
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LATLE PERAOOE YANG BERAKHIR SAMPA DENGAN 11 DESEMBER 21 DAN XL

Urugan Pemerniahan

Limit Qg aribs s

Suk Unit Cmganisasi .

NO URAIAN 2001 200

1 ERLITAS AMAL S e
1 |SURPLUS/OEFIZIT-LO K W
1 |DAMPAK KUMULATIF PERUBAKAN KEBLIAKANKESALARARN MENDESAR:
| KIOREKS! WAl PERSEDIAAN EEE AR
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAE BEX XN
i LA-LAIN i nEX
T |ERUITAS AKKR _ ARX i

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) = LO ke akun Ekuiltas. Benkut contoh jurnal

penutup akhir

KA XH XN Burplus/Defisit-LO XX
KO KX Ekuitas KX

Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Alocuntansi PPED
membuat  MNeraca., Bersamaan dengan  pembuatan  Neraca,
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neracs Saldo
Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang

selanjutnya.

Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka vang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Lapuran Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Hal-hal yang
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diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

lain:

1

2]

3)

4

3]

6

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
[TIE KO,

[khtisar pencapaian target keuangan sclama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapalan target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih unmk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan,

Informasi yang diharuskan olch Pernyataan Standar Aluntansi
Pemerintahan wang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian vang wajar,

vang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

44



SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Babl Pendahulaan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan  laporan
keuangan SKPD
1.3 Sisternatika penulisan catatan atas laporan
keuangan SKPD
Bab 1T lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 lkhtisar realisasi pencapaian target Kinerja
lceuangan SKPD
2,2 Hambatan dan kendala vang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab Il  Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemnda
3.1.1 Pendapatan
Beban
Belanja
Azel
Kewajiban
3.1.5 Ekuitas

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan
kewajiban vang timbul schubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinva dengan penerapan
basiz kas, untuk entitas akuntansi/cntlitas
pelaporan wvang menggunakan basis akrual
pada Pemda.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Pemuqda

Bab V Penutup

WL 0 5

o = =
o Boda ka

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entilas akuntansi, SKPD wajib
menyelenggarakan  sistern akuntanst untuk  menyusun
laporar keuangan  SKPD  sebagar  alat alkuntabilitas
pENgEUnAaan ANEEArAn dan pPENgEuUNAaan barang
milik daerah. Laporan Keuangan SKPD merupakan tanpgung
jawab pengguna anggaran schingga pada saat
menyampaikan kaporan keuangan SKPD kepada PPED untuk
dikonsolidasi harus  dilengkapi dengan  Suraf Pernyataan
Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
perfivataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian internal Yang memacdai,

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan



posisi keuangan sccara layak sesual dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan, Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah

schagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKFD
DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor ... Kabupaten Rembang
vang terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca c] Laporan
Opersional d) Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran ... schagaimana terlampir adalah
tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anpgaran, posisi keuangan dan catatan alas laporan
keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran ... secara lavak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kepala Dinas/Badan /Kantor

T e o e e B

BUPATI REMBANG

S,

ABDUL HAFDZ
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LAMPIRAN 11 :

PERATUEAN BUPATI REMBANG

NOMOR

TENTANG

SISTEM AKUNTANS] FEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PPKD

Qistern akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, asct, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan Keuangan
konsolidasian pemerintah daerah, Sistern  akuntansi PPRD terdin dari
sistern akuntansi pokok sebagai berikut:

a. Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA PPKD;

b, Alkuntansi Belanja dan Beban PPKD;
c. Aluntansi Beban/Belanja Transler PPRKD;
d. Akuntansi Pembiayaan PPED;
e. Akuntansi Aset dan Investasi PPRD;
{. Aluntansi Kewajiban PPKD;
Jurnal Koreksi dan Penvesualan PPED;

h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
i. Penyusunan Laporan Keuangan PPRD,;
j.  Aluntansi Koreksi kesalahan

k. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

A. Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan - LRA PPKD
Pejabat Pengelola Keuangan Dagrab [PPKD] mengelola pendapalan
tertentu  yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurat peraturan

perundang-undangan.

1. Pihak Terkait

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah,
memberikan  otorisasi  atas penerimaan  yang menjadi  hak
Pemerintah Daerah vang meliputi:

1) Menandatangani/mensahkan  dokumen  surai ketetapan
pajak/retribusi daerah,



2] Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntans: PPRID.

b. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendaparan, fungsi akuntansi PPRD,

memiliki fugas sebagal bertkut:

1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan
LEA berdasarkan bukti bukii transaksi yang sah dan vald Ke
Buku .Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca,

2} Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan
LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing
rekening [rinclan objek);

3} Menvusun Laporan Keuangan, yang terdiri dan Laporan
Realisasi Angparan (LRA), Laporan Perubahan SAL [LP.SAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas [LPE),

MNeraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

¢. Bendahara Umum Daerah (BUD)
BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melaha Kas di Kas
Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut
peraturan perundang-undangan, Diantaranya adalah:
1] Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan
kedalam buku kas penerimaan.
2] Membuat Reckap Penerimaan Harian yang bersumber dan

Pendapatan.

2. Prosedur Akuntansi

a. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan vang sudah menjadi
hak pemerintah daerah sesuai dengan SKP-Daerah (Surat
Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), Surat
Ketetapan Perizinan, Dokumen penectapan Transfer dari Pemerintah
Pusal, dan Dokumen Penetapan lainnva yvang diserahkan oleh
Pengeuna Anggaran { PPKD;

b. Fungs: akuntansi PPKD membuat memo jurnal/Memo Jurnal
berdasarkan lembusan dokumen yang diterimanyva dan Bendahara
Umum Daerah, dokumen pengalkuan lainnya sclain SKP-Daerah

(Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR [Surat Ketetapan Retribusi],



Dokumen penctapan Transfer darl Pemerintah Pusat, dan Dokumen

Penetapan lainnva dan Slip Setoran/Bulkti lain yang sah dari Wajib

Pajak/Retribusi atupun Nota Kredit dari Bank;

Fungsi

akuntansi

PPKD melakukan

pencatatan  transaksi

berdasarkan memo jurnal/Memo Jurnal;

Fungsi akuntansi PPKD melakukan posting atas transaksi sesuai

dengan akun vang bersangkutan ke Buku Besar.

3. Dokumen Sumber

Dokurmen

Sumber adalah  dokumen

yang berhubungan dengan

lransaks! keuangan pemerintah daerah yang digunakan schagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan pada Aluntans! Pendapatan - LG dan

Pendapatan - LRA PPKD meliputi:

Pendapatan Asli ; Surat Ketetapan Pajak
Dir:rah Pajak Daerah | (SKP) Dacrah
Remribusi Daerah SKR (Sural Ketetapan
Retribusi)
Hasil Pengelolaan Hasil RUPS/ Dokumen
Kekayaan Daerah yvang dipersamakan
- vang Dhpisahkan |
Lain-lain PAD yang Sah :
Penjualan Aset vang | Dokumen Kontrak
dipisahkan Penjualan /Perjanjian
Penjualan/ Dokumen yvang
dipersamakan/bukli
memaorial
Jasa giro/bunga Nota Kredit/sertifilkeat
deposito deposito / dokumen yvang
dipersamakan/ bukti
memorial
Tuntutan Ganti Rugl | 8K Pembebanan /SRP2K [/
SKTJM/ Dokumen yang
| B dipersamalkan
| Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ;
Transfer o
Bagi Hasil Pajak PME/ Dokumen yang
dipersamakan /bukb
memorial
Bagi hasil bukan PME/Dokumen yang
Pajak | dipersamakan Sbukn
| memorial
DALl Perpres/Dokumen yang

dipersamakan dan Nota
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Kredit dari Bank,/ bukt
memorial
DAK PME /Dokumen yvang
dipersamakan &Noia
Kredit dari Bank /bukt
mermorial

Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya .
Dana Penyesuaian 1 PMEK/Dokumen vang
dipersamakan dan Nota
Kredit dari Bank/bukt
Pendapatan Transfer Pemerintah Dacrah Lamnya:
Pendapatan bagi hasil Keputusan Kepala Daerah
Pajak [ Dokumen yvang
dipersamakan [bukti
| memorial
Bantuan Keusngan | Keputusan Kepala Daerah
fDokumen yang
dipersamakan /bukt
memaorial
| Lain-lain Pendapatan Hibah Kepurusan Kepala Daerah
Pendapatan /Dokumen yang
Daerah vang dipersamakan serta Nota
Sah Perjanjian Hibah
| Dacrah /bukti memorial
Dana Darurat Keputusan Kepala Daerah
fPME [/ Dokumen yvang
dipecrsamakan
Pendapatan Lainnya | Dokumen yang
dipersamakan /[bulkti
| memonal

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan — LO di PPRD dilakukan dengan
memperhatikan  kapan  saat  pendapatan  tersebut menjadi  hak
pemerintah daerah sesual kebijakan akuntans: yang diletapkan.
Pengakuan pendapatan - LO di PPED ini didasarkan pada memo
jurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi akuntansi PPKD  sesuai
dokumen sumber vang diterima.

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPED adalah:

a. Selama tahun beralan, Pendapalan-LO diaku bersamaan dengan

penerimaan kas (Pendapatan-LEA); dan
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO

diakui sebelum penerimaan kas.
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Lebih lanjut akan dijelaskan scbagai berikut :

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas
Pendapatan-LRA)
Saat surat penetapan; dolumen peraturan perundang undangan/
dokumen vang dipersamakan diterima maka belum dilakukan
jurnal pengakuan Pendapatan-L0O. Pihak ketiga (Pemerintah
Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran
langsung ke Kas Daerah, Sctelah diterima maka Bank Kas Daerah
akan membuat nota kredit atas penerimaan terscbul dan
disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan
Pendapatan-L0O dan pengakusn Pendapatan-LEA, Pengakuan
pendapatan-L0) dan Pendapatan-LRA  dilakukan pada saat
diterimanya dana/kas masuk di kas deerah, Fungsi Akuntansi

FPKD

XX XX.XX Kas di Kas Daerah HHH
WM MK Pendapatan Transler - bt 44
LO/Lain Pendapatan vg

Sah-LO
XXX XK Perubahan SAL XX
MK KM KX .Pencﬁapatan Transler — be a4

LRA/Lain Pendapatan yg
Sah-LEA

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-
LO diakui sebelum Penerimaan Kas
1) Fungsi akuntansi PPED melakukan rekonsiliasi atas
dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima
pembavarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum
dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi FPFKD mencatat
pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagal jurnal
ponyesuaian.
2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah
terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum
diilouti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus

Lh
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diakoui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPRD
melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yvang

belum dibavar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

WHXK XK Piutang XX
XXXE XK Pendapatan - LO XM

Jika telah terjadi penerimaan kas alas piutang tersebut maka

[ungsi akuntansi melakukan jurnal atas kas yang diterima.

MON WM MM Kas di Kas Daerah MK
MK XXXX i;iutanp, MK

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukt pembayaran
atau surat tanda sctoran, juga sekalipus mengakul dan
mencatat pencrimaan tersebut sebagal pendapatan — LRA
yvang dilakukan dengan membuat jurnal berilout ini:

KX XX XX Perubahan SAL NN
I XH Penidapatan - LEA MK

Apar tidak terjadi duplikasi pencatatan maka wajib dilakukan
jurnal penyesuaian/ balik sebagai berikut :

XX XX XX Pendapatan -LO HHH

KK XX KX Piutang NN

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi sepertl tersebut di atas

maka beberapa proscdur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan

dapat diuraikan sebagai bernkut:

.

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusal akan mengeluarkan ketetapan mengena jumlah
dana transfer wvang akan diterima oleh Pemerintah Dacrah.
Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan
dasar pengakuan  pendapatan LO, MEengingar kepastian
pendapatan tergantung  pada persyaratan-persyaratan SESL1Al
peraturan perundangan  penyaluran alokasi terschut. Untuk  itu

pengakusn  pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan
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diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun
demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya
peraturan mengenai penctapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang
salur.

Ketika Pemerintah Daerah menerima dana transfer dari pemerintah
pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit.
Berdasarkan Dokumen tersebur, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian
akan mencatat jurnal:

T W Kas di Kas Dacrah HX

M RM KX Pendapatan Transfer — LO XXX

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pembernitahuan dari
Pemerintah Pusat terkail penetapan alokasi dana transfer kurang
salur yvang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan
ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPED kemudian akan mencatat

jurnal;
KKK Piutang Pendapatan Transfer 4. 4.9
X0 X Pendapatan Transfer - LO o

Ketika pemerintah dacrah telah menerima dana transfer dan
pemerintah pusat, maka bank kas dacrah akan mengeluarkan Nota
Kredit, Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPRD
kemudian akan mencatat jurnal:

5.5 8.8 ¢ kKas di Kas Daerah AXX

KX KKK Piutang Pendapatan LO XX

e —

Dan pada saal diterimanya kas maka Fungsi Aluntansi PPKD juga
melalkukan pencatatan atas pendapatan — LRA dengan jurnal;

KKK XX Perubahan SAL KKK

KKK XX Pendapatan Transler — LRA HHE

Lain-lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Hibah
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yvang ditandatangani,

Fungsi Akuntansi PPED kemudian akan mencatat jurnal:
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XX 200 XX Piutang Pendapatan Hibah KKK

KX Pendapatan Transter - LO XX

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi

Alkuntansi PPED kemudian akan mencatat jurnal:

XL NHLEX Kas di Kas Daerah HMH
b 5. 8. 5.8 &4 Piutang Pendapatan Hibah HEN
LO

Dan pada saal diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga

melakukan pencatatan atas pendapatan — LRA dengan jurnal:
XXX Perubahan SAL KHK
XXX Pendapatan Hibah - LRA O xax

B. Akuntansi Beban dan Belanja PPEKD

Akuntansi beban dan belanja PPKD  dilakukan untuk mengakui
beban /belanja yang dikelola oleh PPKD, misal belanja tidak terduga dan

belanja subsidi,
1. Pihak Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi
termasul menerbitkan bukti momorial dan pencatatan akuntans
alas seliap transaksi vang terjaci
b. PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki heban
yvang terjadi serta menyctujul penerbitan dokumen pencairan dana
untuk membayar beban vang terjadi.
c. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD akan mempunysi tugas melakukan pembayaran
atas beban dari Kas di Kas Daerah vang dikelolanya vang meliputi
mencatat dan membukukan semua pengeluaran heban dan belanja
kedalam buku kas umum PPKD.,



2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatalan beban atag

pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dapat

dijelaskan scbaga benkut:

H.

Bendahara Umum Daerah menerima Surat Permintaan Membayar
dan menverahkan tembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD.
Fungsi Akuntanszi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial
berdasarkan tembusan dan BUD fKuasa BUD.

Berdasarkan dokumen tersebut BUD/Kuasa BUD melakukan
proses  penatausahaan  sesuai dengan  sistem  dan prosedur
penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan tembusan
dokumen pembayvaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi alkuntasi
PPKD.

Fungsi Akuntans: PPKD membuat memeo jurnal/bukti memorial
berdasarkan  tembusan  dokumen  pembayaran SP2D  dan
BUD/Kuasa BUIL.

Fungsi Akuntansi FFKD melakukan pencatatan akuntansi dalam
buku jurnal berdasarkan memo jurnal.

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar,
Berdasarkan saldo Buku Besar Fungsi Akuntansi PPKD menyusun
Laporan Keuangan PPRID,

3. Dokumen Sumber

ap

=

= m

==
.

Bukti Penpeluaran Kas

Kuitansi/Bukti Pembayaran

Surat Perintah Membaya Langsung [SPM-LS5|
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Dokumen Penanjian Ulang

Surat Keputusan Kepala Dacrah

Bukti Memorial

Nota Dehit

Bulkti akuntansi Lainnva

L]
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4. Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaks: yang terjadi,
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan atau pengakuan
beban, Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi
atas behan di PPKD sesuai dengan prosedur akuntans:,

Pencatatan pengakuan beban vang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi
PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa
BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

KR MO KX Beban MK

XXX XX Utang I:::zlanja XXX

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan
tembusan dokumnen SP2D ielah diterima dan diverifikasi oleh =erta
disahkan olech pengguna anggaran/PPKD, maka aken melakukan
pencatatan atas pembayaran terscbut dengan  jurnal  seperh

di bawah ini:

HH KK XX Utang belanja HHK

oMM MK Kas di Kas Daerah WHK

Bersamaan  dengan  pengeluaran  kas untuk pembayaran utang
belanjan maka melakukan pengakuan terhadap belama (basis kas)
vang dilakulan dengan jurnal:

KXXXXX  Belanja XK

XX XN XX Perubahan SAL Coxx

Scluruh  transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan
dibukukan oleh dalam bulu Jurnal. Dari eatatan dalam Buku Jurnal
tersebut  kermuadian mengklasifikasikannyva dalam Buku Besar sesual
dengan akunnya. Pada akhir tehun atau pada saal akan melakukan
penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun nominal atau
akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan  dilakukan
penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.

Namun dalam proses penvusunan Lapoaran Keuangan harus
dilakukan penvesuaian dan koreksi terhadap 3 (tiga) kondisi pada
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perinde pelaporan, sehingga akun beban apat disajikan dengan wajar
atau tidak tersaji lebih [overstated) maupun tersap  kurang

(undersiated).

a. Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban periode

sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yang
merupakan belanja vang telah diakui sebagai beban dan
mengakui  utang pada periode  akuntansi sebelumnya,
sedangkan pengeluaran kas terscbut telah dicatat sebagai beban
karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebut harus
dilakukan koreksi:

XX XX XX Utang belanja HMX

B Beban XXX

b. Koreksi pengeluaran kas yvang telah diakui sebagai beban belum
merupakan kewajiban

Jika pada akhir tahun terdapat beban yvang seharusnya belum
merupakan  kewajiban  pada  periode  pelaporan yang
bersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kas
karena pengakuan berasmaan maka harus dilakukan koreksi.
Koreksi beban vang belum merupakan kewajiban pada periode

pelaporan vang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

H XXX XX Beban Dibavar Dimuka XXX
2030 XK Beban WK

c. Penyesuaian Beban yang sudah menjadi kewajiban
Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharasnya sudah
merupakan hak pada tahun anggaran vang bersanghkutan meski
pengeluaran kas  belum  terjadi maka harus dilakukan
penvesuaian, Pengakuan beban vang sudah menjadi
kewajiban  pada periode akuntansi tersebut dijurnal sebagai
berikout.
XX XX XX Beban XHK
XX IOLEX Utang belanja MK




C. Akuntansi Beban/belanja Transfer PPKD
1. Pihak Terkait

a. PPKD selaku Pengguna Anggaran
Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan
persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan
setelah mendapatkan verifikas: |
b. BUD/Kuasa BEUD
Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:
1) menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan proses
pelaksanaan transfer;
2] memberikan SP2D tembusan kepada sebagan dasar pencatatan
transaksi keuangat,
3} membukukan dalam pembukuan BUD/Kuasa BUD terkait
dengan tata usaha keuangan,
c. Fungsi Akuntansi PPED
Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai
berikut :
1} Menerima tembusan SP2D transaksi dari BUD/Kuasa BUD;
2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkan
tembusan SP2D yvang diberikan olch BUD/Kuasa BUD,
3} Melakukan  verifikasi dokumen  penatausahan terkait
pengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD;
4] Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memo
jurnal;
3] Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-
IMASIng;
6) Menvusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.
2. Prosedur Akuntansi
Prosedur Altuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagail
beriloat:
a. BUD mendapatkan bukt persetujuan atau 3PM atas pengeluaran

transfer;
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I.

K-

BUD menviapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukan
pembayaran atas fransfer;

BUD melakukan pembayvaran transfer dan menyerahkan SP2D
ternbusan atas buki pembavaran transfer kepada Fungsi
Akuntansi PPKD;

Fungsi Akuntansi PFKD membuat memo jurnal berdasarkan
dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD wyang berupa
tembusan;

melakukan pencataatan dalam jurnal sesuai dengan memo jurnal,
melakukan posting ke Buku Besar;

menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen Sumber

F5 8

&

- om opon

=

(=
H

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Presiden

Peraturan Kepala Daerah

Permohonan pencairan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer
Bukti Mcmorial

Surat Perintah Pencamran Dana (SP2D)

Nota Perjanjian Transfer

Nota Dehit Bank

Dokumen Transler Lainnya

. Pencatatan Transaksi

Transfer yang dilakukan oleh pemerintah dacrah merupakan transfer

pendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan

kepada dacrah otonom di bawahnya seperti kabupaten/kota serta

pemerintah desa di wilayah provins:.,

Berdasarkan surat ketetapan tentang transler yang lerkait, membuat

bukt memorial terkait pengaluan beban transfer untuk dictorisasi oleh

PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut  melakukan pencatatan

pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer” di debit dan “Utang
belanjan Transfer" di kredit.

KKK KX Beban Transfer XHX

MO XX Utang belanja Transler WM
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Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban transfer tersebut mulai dari pengajuan 8PP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatal
pengeluaran kas vang juga merupakan penghapusan utang belanjan
transfer, denpgan jurnal “Utang belanja transfer” di debit dan "Kas di
Kas Daerah” di kredit,

XXX Utang belamja Transler NN

MMM MK Kas di Kas Daerah KKK

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Transfer” di
debit dan “Perubahan SAL™ di kredit.

KX IOLXH Transfer XXX

X000 XX Perubahan SAL XXX

D. Akuntansi Pembiayaan PPKD
1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas
lransakst pembiayvaan vang terjadi baik penerimaan pembiayaan
maupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan deokumen sumber
transaksi wvang diterimanva maupun bukti memorial yang
diterbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD.

b. PPEKD
PPKD berwenang memberikan persetujuan atas  pengeluaran
pembiayaan dan otorisasi alas penerimaan pembiayaan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

c. BUD/Kuasa BUD
BUD /Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasi
transaksi penerimaan pembiayvaan dan pengeluaran pembiayaan,
sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi
untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi FPKD yang
sebelumnya disahkan olch Kepala SEPKD,
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2. Prosedur Akuntansi

518

PPKD menyetujui pengeluaran  pembiayaan  serta  melakukan
perselujuan  atas  penerimaan  pemblayaan sesuai  dengan
kelengkapan dokumen vang sudah diverifikasi oleh ;

Berdasarkan dokumen tersebut maka BUD/Kuasa BUD akan
melakukan penerimaan pembiavaan sesuai dengan dokumen
penyetorannyva serta  memberikan  tembusannya  dokumennya
kepada Fungsi Akuntansi PPKD;

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi tersebut dalam
catatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan  vang

dilerimanya.

3. Dokumen Sumber

a.
b.
o

el.

o @

(=

Dokumen Penerimaan pembavaran utang
Dokumen penjualan investasi

Bukti penerimaan pinjaman dari Banlk
Dokumen penerimaan kembali dana bergulir
Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayvaan
Naskah Perjanjian Kredit

Nota Kredit Bank

. Buktt Memorial

Dokumen Pembiavaan Lainnya

4, Pencatatan Transaksi

=

Fenerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimasan  pembiayaan  PPRKD  pada dasarnya
merupakan akuntansi vang lidak berdiri sendiri. Akuntansi
penerimaan pembiayvaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi asct nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan
investasi, transaksi penerimaan utang dan fransaksi lainnya yang

BC]ETS,



Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank

atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kas di Kas Dacrah”™ di debit
dan "Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.

N XXX XX HKas di Kas Daerah WK

KK XX Kewajiban Jangka Panjang XXX

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi PPKD juga akan

mencatat jurnal “Perubahan SAL" di debit dan “"Penerimaan

Pembiayaan” di kredit,

X X.XX XX Perubahan SAL XXX
M0 XX Penerimaan Pembiayvaan MMH

Pengeluaran Pembiavaan

Sama halnya dengan aluntansi penerimaan pembiayaan PPRD,
akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
pengeluaran pembiayaan ini melekal pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan
investasi, lransaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang
sCjenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari
bank atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajiban .Jangka

Panjang” di debit dan “Utang Pembiayaan® di kredit.

MK XK Kewsjiban Jangka Panjang HHH

XX NX Utang Pembiayaan XXX

Selanjutnya  dilaksanakan — proses — penatausahaan untuk
pengeluaran pembiavaan tersebut mulai dari pengajuan SPP,
pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D

tersebut akan mencatal pengeluaran kas vang juga merupakan
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pernghapusan  utang  pembiayaan, dengan  jurnal  “Utang
Pembiayvaan® di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

MK KK XX Utang Pembiavaan XK

O 0 B 4 Kas di Kas Daecrah MEX

Fungsi Akuntansi PPKD  akan mencatat berdasarkan Bukt
Memorial vang telah diotorisasi PPKD dengan jurnal *Pengeluaran

Pembiayaan” di debit dan "Perubahan SAL® di kredit.

NN Pengeluaran Pembigyaan MK

XX 00 XX "~ Perubahan SAL —

E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD
Aset vang dimiliki oleh PPKD adalah Aser berupa Kas di Kas Daerah,

Piutang dari Pendapatan Transfer, Investasi Jangka Pendek, Investasi

Jangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya.

1. Pihak Terkait

b.

Fungsi Akuntansi PPED

Fungsi Akuntansi PPED  berlugss melakukan pencatatan atas
transaksi Aset vang dikelola oleh PPED berdasarkan dokumen yang
diperolch maupun buktt memorial vang diterbitkan serta menyusun
Laporan Keuangan FPEKD.

PPKD

PPKD} memberikan pengesahan/otorisasi atas setiap transaksi Aset
di unitnya.

BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan
dan mencrima kas/menatausahakan dan hasil penycrtaan meodal
gserta memberikan tembusan dokumen kepada Fungsi Akuniansi

PIPED.

2. Prosedur Akuntansi

.

PPED menandatangani SP2D  atas pengeluaran pembiayaan

berdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenal penyertaan

modal atau investasi vang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan dokumen pernanjian vang ada dan memberikan
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il

otorisasi/disposisi mengenai penambahan penvertaan modal atau
mvestas lainnya.

BUD/Kuasa BUD berdasarkan dokumen SP2D mengeluarkan Kas
dari Kas Daerah dan dan menerima kas,/ menatausahakan dari hasil
penvertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada
Fungsi Akuntansi FPKD.

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan berdasarkan
dokumen yvang diterima dari BUD/Kuasa BUD.

Pada akhir periode akuntansi Fungsi Akuntansi PPRKD melakukan
penyesualan atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dan
kebijakan alkuntansi vang berlaku.

Fungsi Akuntansi PPKD membuat seluruh pencatatan akuntansi

dan menviapkan Laporan Keuangan PPKD.

3. Dokumen Sumber

o &

Q. o

Berite Acara/Surat Penyertaan Investasi

Berita Acara Penyeriaan Modal dan sejenisnya

Berita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal
Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud

Sertifikat BB

Sertifikat Deposito

h. Sertifikal Saham/ Obligasi

Serhifikat SUN

Bukti Memorial

4. Pencatatan Transaksi

-

Perolehan Investasi

1] Perolehan Investasi (InvestasiJangka Pendek]
Ketika Pemerintah Dacrah melazkukan pembentukan Investas:
Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan aset
lancar berupa investasi jangka pendek dengan menecatal jurnal
“Investasi Jangka Pendek” di debit dan “Utang Pembiavaan” di
kredil,
XA XK Investas] Jangka Pendek ..., MK
L, Utang Pembiayaan
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Selanjutnya  dilaksanakan proses penatausahaan  untuk
pembayaran pengeluaran  pembiayaan tersebut mulai dan
pengajuan SPP, pembuatan 8PM  hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas
vang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan
jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Dacrah”™ di

kredit,

KR AKX Utang Pembiavaan MK

MO0 XX Kas di Kas Daerah N

2) Perolehan Investasi {Investasi Jangka Panjang)

Perolchan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam
peraturan  <daerah  dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh
herdasarkan SP2D LS vyang menjadi dasar pencairan
pengeluaran pembiayaan untuk investas: tersebut.  mencatat
jurnal *Investasi Jangka Panjang® di debit dan “Utang
Pembiayvaan”™ di kredit.

XX XXXX Investasi Jangka Panjang ..... XXX

X X XX XX Utang Pembiayaan KK

Selanjulnya dilaksanakan proses peonatausahaan untuk
pembayaran  pengeluaran  pembiayaan tersebut mulai  dan
pengajuan SPP, pembuatan SPM  hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D terscbut sakan mencatal pengeluaran kas
yvang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan
jurnal *Utang Pembiayaan” di debit dan “"Kas di Kas Dacrah” di
kredait,

XRXRXE Utang Pembiayaan KxX
KK IH KN Kas di Kas Daerah XX
Sebagai  transaksi  realisasi  anggaran, juga mencatat

pengeluaran  pembiayaan dan  melakukan  penyesualan
Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran Pembiayaan® di

debit dan “Perubahan SAL" di leredit,

67



XK XX XX Pengeluaran Pembiayvaan HXX

MM MK Perubahan SAL HEX

bB. Hasil Investasi

1] Hasil Investasi Jangka Pendek

2)

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.
Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan
pelepasan  investasi  jangka pendek tersebut, sehingga
pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan

Investasi.

Hasil Investasi Jangka Panjang

a) Metode Biaya
Dalam metode biaya, keuntungan perusshaan tidak
mempengaruhi investasi vang dimiliki pemerintah daerah.
pemerintah dacrah hanya menerima dividen yang dibagikan
oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian
dividen vang dilakukan oleh perusahaan nvesfee, PPKD
dapat mengetahui jumlah dividen yvang akan diterima pada
periode berjalan. Selanjutnya akan menjurnal pengakuan
dividen wang akan diterima dengan mencatal “Piatang
Lainnva® di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO™ di kredit,

XX KX.XX Piutang Lainnya XXX

MK MK Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Dacrah vang Ihpisahkan - LO AKX

Pada saat perusahaan nvesfee membagikan dividen tunai

kepada pemerintah  dacrah, Fungsi Akuntansi PPKD

mencatat
KX XX XX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Piutang Lainnya AN

Karena merupakan (ransaksi realisasi anggaran,  juga

mencatat pendapatan LRA dan melalkukan penyesualan
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b

Perubahan SAL melalui jurnal “Perubshan SAL® di debit dan
“Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah yang
dipisahkan — LRA™ di kredit.

XM XX XX Perubzhan SAL MMM

HAR XXX Pendapatan Hasil Pengelolzan
Kekavaan Dacrah yang Dipisahkan - LEA ey

Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPEKD dapat
mengetahul jumlabh keuntungan perusahaan pada periode
berjalan, Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh
perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi vang
dimiliki pemerintah daerah, akan menjurnal keuntungan
dengan mencatat “Investasi” di debit dan “Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan- LO° di
kredit.

XX XXXX Investasi..... Xxx
WM MWW OWW Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekavaan
Daerah yanpg Dipisahlan - LO NN

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatat
penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal *Kas di Kas

Daerah” di debit dan “Investast”™ di kredit.

XX XX XX EKas di Kas Daerah XX
MM XM XX Investasi ... XX

Karena merupakan transaks: realisasi anggaran,  Juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalu jurnal “Perubahan SALT di debit dan
“ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah yvang
dipisahkan — LRA".

MM KM Perubahan SAL HHX

KKK Pendapatan Hasil Pengelolaan
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¢] Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang
{misal pendapatan bunga dari dana bergulir] telah diterima,
akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat “Kas
di Kas Daerah™ di debit dan "Pendapatan Bunga - LO7 di
kredit.
XX XX XX Kas di Kas Daerah XK

XK XXX Pendapatﬁn l_ﬁu.nga - L0 XY

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL" di deint dan

“Pendapatan Bunga — LRA" di kredit.

WM W X Perubabvan SAL FENM

KN KX Pendapatan Bunga - LRA KRX

c. Pelepasan Investasi

L)

Pelepasan Investas: Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan
Dokumen Transaksi vang dimiliki PPKD, mencatat pelepasan
dan hasil dar investasi jangka pendek dengan menjurnal "Kas
di Kas Daerah" di debit serta “*Pendapatan Bunga® dan “Investasi

Jangka Pendek” di kredit.

XX XXXX Kas di Kas Daerah XXX
KX XX Pendapatan bunga - LO XXX
KX IAKHKXK Investasi Jangka Pendek MM

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat
pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL
melalui jurnal “Perubahan SAL" di debit dan “Pendapatan
Bunga" di kredit.

HKXRKXX Perubahan SAL XXX

MM KX Pendapatan Bunga - LRA HHH
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2} Pelepasan Investasi Jangka Panjang
Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham,
berdasarkan Dokumen Transaksi yvang dimiliki PPKD, mencalatl
pelepasan investasi, Apabila nilai kas yang diterima lebih besar
dari nilai perolehan investasi, menjurnal *Kas di Kas Daerah” di
debit serta “Surplus Investasi Jangka Panjang” dan “Tnvestasi

Jangka Panjang” di kredit,

NE XX XX Kas di Kas Dacrah X
MK XK KX Surplus  Investas:  Jangka
- Panjang KX
RO XK Investasi Jangka Panjang
Bty
i1

karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatal
penerimaan  pembiayzan  dan melakukan  penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL" di debit dan

“Penerimaan Pembiavaan” di kredit sebesar nilai kas yang

ditenima,
XX XXX Perubahan SAL e
HMEX KR Pecnerimaan Pembiavaan MK

F. Akuntansi Kewajiban PPKD
1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD  bertugas melakukan pencatatan atas
transaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai
dengan peraturan vang berlaku.

b. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD melakukan tupas menerima dokumen dan
melakukan pembavaran atas transaksi kewajiban vang telah jatuh
tempo dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dan disahkan oleh PPED.
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PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan olorisasi atas perjanjian utang
dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan olch

BUD/Kuasa BUD.

2. Prosedur Akuntansi

a,

BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenal perjanjian utang
maupun pembayvaran ulang, BUD menatausahakan ataupun
mengeluarkan uang untuk pembavaran utang setelah mendapat
perscltujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennya
kepada Fungsi Akuntansi PPKD.

PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupuan
pembayaran utang berdasarkan dokumen vang dilerima,

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi atas
timbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen
sumber yang diterima.

Fungsi Akuntansi PPKD menatausahakan dan  membuat
penyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yvang dimiliki.
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan seluruh transaksi

dan menyiapkan Laperan Keuangan PPED.

3. Dokumen Sumber

a,
.

oon

Mota Kredit dari Bank
Dokumen Perjanjian Utang
Bukti Memeorial

Surat Pernvataan Utang

Surat Pembayaran Utang

4. Pencatatan Transaksi

A.

Penerimaan Utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya
penerimaan pembiavaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi
PPKI} mengakur adanya kewajiban jangka panjang dengan
mencatat jurnal “*Kas di Kas Dacrah™ di debit dan "Kewajiban

Janpka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.
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KX XOXX Kas di Kas Daerah MNH
KKK Kewajiban Jangka Panjang ..... KA

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD  jupa mencatat penerimaan pembiaysan dan melakukan
penvesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan BAL" di

debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit,

WK XX Perubahan SAL -

KX KX XX Penerimaan Pembiavaan X

Pembayaran Kewajiban

Realisasi  pembayaran  kewajiban  dilakukan melalui  proses
penatausahaan vang dimulal dan pengajuan 3PP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D  tersebut, FPungsi
Akuntansi PPKD  akan mencatat penghapusan kewajiban terkait
dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang (sesual rincian objek

terkait)” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

XHEXK XX Kewajiban :!3_11gk3. Panjang MR

WK KK XX Utang Pembiayaan HXK

Selanjutnya  dilaksanakan  proses  penatausahaan untuk
pembavaran  kewajiban  tersebut mulai  dari pengajuan SPP,
pembuatan  SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D

terschut  akan mencatat pengeluaran kas vang juga merupakan

penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang
Pembiayaan® di debit dan “Kas di Kas Daerah® di kredit,

K KN KX Utang Pembiavaan HHK

KKK XX Kas di Kas Dacrah HEX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi

PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan
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penyesuaian  Perubahan  SAL  melalul  jurnal “Pengeluaran

Pembiavaan”™ di debit dan *Perubahan SAL" di kredit,

XM HKKXXK Pengeluaran Pembiayaan AKX

RN Perubahan SAL I

Reklasihikas Uang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
menyiapkan bukt memorial terkait pengakuan bagian utang jangka
panjang yang harus dibavar tahun ini. Setclah diotorisasi oleh
PPKD, bukt memoral tersebut menjadi dasar bagi Fungsi
Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan
jurnal *Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan "Bagian Lancar

Mang Jangka Panjang” di kredit,

MMM KK Kewajiban Jangka Panjang XK
KX K XX - Bagian Lancar Utang Jangka Cxx
Panjang

G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

1. Pihak Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD mempunyal tugas melakukan pencatatan
atas setiap transaksi korcksi dan penyesusian yang harus
dilakukan baik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir
periode akuntansi.

PPKD

PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yang
dilakulan.

2. Prosedur Akuntansi

d.

Fungsi Akuniansi PPED menerima dokumen sumber dari pihak lain
vang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena  sifat
transaksinya menerbitkan bukti memonal untuk  melakukan

koreksi.
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b. Atas persetgjuan dari PPEKD, maka Fungsi Akuntansi PPEKD
melakukan koreksi atas transaksi yvang terjadi. Koreksi dapat
dilakukan pada saal kesalahan ditemukan maupun pada akhir
periode akuntansi scbelum penyusunan Laporan Keuangan.

c. Fungsi Akuntansi PPKD pada akhir periode akuntansi melakukan
penyesuaian  atas transaksi yang terjadi  berdasarkan bukt
memorial vang diterbitkan agar Laporan Keuangan dapat disajikan
dengan wajar (tidak lebih saji/overstated maupun kurang

sajif understated).

3. Dakumen Sumber
a, Bukti Memorial
b. Dokumen atau bukti koreksi
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang

0

d. Dokumen lainnya

4. Pencatatan Transaksi

Untult melakukan korcksi atas terjadinva kesalahan pencatatan,
berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi
PPKD} membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan.
Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh PPKD dan
kemudian dipunakan sebagar dasar  untuk membuat koreksi atas
Jurnal yang salah catat tersebul,

Misal Korcksi Pendapatan bisa bersifat menambah atau mengurangi
Pendapatan vang sudah dibukukan sebelumnya,. Koreksi tersebut bisa
terjadi pada periode yang sama atau berbeda dengan saal pengakuan
Pendapatan. Bila korcksi tersebut berulang dan sistemik, maka koreksi
dilakukan hanyva pada saat kas dikeluarkan/diterima denpan entry
"Kas" pada "Pendapatan (sesuai jenispval-LO  /Pendapatan [sesuad
jenisnyaj-LRA". Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang tidak
berulang adalah sebagai herikut:

a. Bila korekst bersifal menambah Pendapatanterjadi pada periode
vang sama dengan saat  pengakuannya, atau menambah
Pendapatan tahun scbelumnya sedangkan laporan keuangan
belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/ nota kredit

bank/dokumen yang dipersamakan, akan dijurnal:




XM O XX Kas di Kas Dacrah KM

X% 3K Pendapatan LO AR
3 IO0 X Perubahan SAL  xxx
XK KK KK Pendapatan LRA XRX

b, Bila lkorcksi Pendapatan tahun-lahun sebelumnya bersifat
menambah kas, dan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka
berdasarkan bukti memorial/ STS/dokumen yang dipersamakan,

akan dijurnal :

X XXX Kas di Kas Daerah e

TRNODOEX Ekuitas X
HH KN XX Perubahan SAL XXX

X MOLXX SiIPA / SIKPA X

c. Bila koreksi bersifat mengurangl Pendapatan terjadi pada periode
yang sama denpgan  saat  pengakuannya, atau  mengurangi
Pendapatan tahun sebelumnya sedengkan laporan keuangan
belum diterbitkan, maka berdasarkan bulcti

memorial { SP2D /dokumen vang dipersamakan, akan dijurnal:

HEXH XX Pendapatan LO HMN
MK XX " Kas di Kas Dacrah KMX
HKXXXXX  Pendapatan LRA XXX
XXXXXX Perubahan SAL e

d, Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat
mengurangl kas dan laporan keuangan telah diterbitkan, maka
berdasarkan bukti memerial/SP2D /dokumen yang dipersamakan,

akan dijurnal:

KX NNXX Ekuitas oo
XN XX XX Kas di Kas Daerah KX
XX XXX SilPA XXX
KKK Perubahan SAL ' X%
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H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

L.

1.

Jurnal
Sebagal entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntans: yang

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penysjien
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicamat oleh Fungsi
Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinys menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal.

Dari Memo Jurnal kemudian dibukukan dalam Buku Jurnal,

. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal
adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi
PPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya

dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun,

. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntans] atau sesaal sebelum penyusunan
laporan kecuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo
atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Baldo adalah suatu daftar yang

berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan Keusngan vang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui

proses akuntansi lanjutan yvang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

Jurnal dan pesting vang telah dilakukan terhadap transaks: keuangan

menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yvang terdapat dalam PP 7172010,

terdapat 5 Laporan Keuangan vang dibuat oleh PPED, vaitu:

a,
b.

.
d.

Laporan Realisasi Anggaran [LEA);
MNeraca;

Laporan Operasional [LOY);

Laporan Perubahan Elkuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

keuangan adalah:

T



a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyusunan atas Laporan

Keuangan.

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat

dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

Membuat Neraca Saldo
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rckapitulasi saldo-salde buku

besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Fungst Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini
dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada
akur-akun tertentu dan pengalkuan atas transaksi-transaksi yang
bersifal akrual. Jurnal penyesuaian terscbut diletakkan dalam
kolom *Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain
dipunakan untuk:

1] Koreksi kesalahan / Pemindahbukuan

2] Pencatatan jurnal vang belum dilakukan

3] Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada

akhir tahun

Jurnal Penutup
Jurnal Penutup pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA]
) Jurnal Penutup Pendapatan-LRA dan Belanja ke Surplus/
Drelisit-LRA
XXX Pendapatan LEA XXX

KON KX XX Surplus/defisit LRA' KEH
KN NN Belanja way

selisih Pendapatan-LRA dan Belanja
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2} Jurnal Penutup Atas Surplus/Defisit LRA ke SiLPA/SIKPA
KK HKKXX Silpa/Sikpa” XX
XK XX KX Surplus/ defisit LRA

HHM

"Posisi debit atau kredil tergantung saldo Surplus/ Defisit LRA
vang akan ditutup.
3)Jurnal Penutup Atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
ke SiLPA/SIKPA

KUK XX Penerimaarn pembiayaan XXX
XXX Pengeluaran pembia.}raaﬁ' XXX
WK MM Silpa/ Sikpa’ XXX

" *\Posisi debit atau kredit tergantung sclisih Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan yang akan ditutup.
Setelah Surplus/Defisit-LRA  dan  Penerimaan/Pengeluaran
Pembiavaan di tutup ke SiLPA[/SiKPA, maka saldo SiLPA/SiKPA
mencakup jumlah closing tersebut dan jumlah koreksi yvang
langsung mempengaruhi SiLPA/SiKPA. Kedua jumlah tersebut
yang kemudian disajikan dalam Laporan Perubahan SAL.

4) Jurnal penutup SiLPA [/ SIKPA ke Perubahan SAL
MHKNXX Perubahan SAL RHX
AKX XX Silpa/Sikpa’ XXX

*Posisi debit atau kredit L-::rg:mtungg saldo SiLPA/ SiKPA yang

akan ditutup.

Jurnal Penutup pada Laporan Opersional (LO)|
1} Jurnal Penutup Pendapatan-LO dan Beban ke Surplus/Delisit-
L)

BB S e F't:]'ld&p;llﬂn LO MK
XX XKXX Surplus/delisit Opersional LO7 N
XX KX KK Beban K

*Surplus/Defisit Operasional-L0 pada sisi debit atau kredit
tergantung schsih Pendapatan-LO dan Beban

2] Jurnal Penutup ke Surplus/Defisit-LO

XX XX XX Surplus,/defisit LOY XX

HE XK XX Pendapatan Luar Biasa XA
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6 -6 4 Surplus/defisit Opersional LO XK

KKK XX Surplus/defisit Non Opersional oK
Lo
XX XK XX Beban Luar Biasa HEH

*Ppzisi debit atau kredit Surplus/Defisit-LO tergantung pada
saldo akun akun vang diclosing. Surplus/Defisit-LO  setelah
ayal jurnal penutupan ini vang disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas

3) Surplus/Defisit-LO  selanjumnya  diclose ke akun Ekuitas,
melalui jurnal

XA KR Ekuitas XX

b Surplus,/ defisic LO XXX

Jumlah Surphas/Defisit-LO vang ditutup ke Ekuitas ini akan
menambah atau mengurangi Ekuitas awal. Dengan demikian
saldo Ekuitas (akhir) yvang kemudian disajikan di Neraca SKPD
schagai permarient account pada tanggal pelaporan terdir dan;

saldo awal Ekuitas vang ditambah atau dikurangi
Surplus/Defisit LO;

- koreksi vang langsung mempengaruhi Ekuitas

d. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka vang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operaswonal, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Hal-hal yvang

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

lain:

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Alantansi,

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/kevangan dan ekonoom
makro;

3) lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala  dan hambatan yang dihadapt dalam

pencapaian target;
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4] Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kehijakan akuntansi vang dipilih untuk diterapkan

alaps

lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos vang

transaksi-transaksi dan  kejadian-kejadian  penting

disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
5] Informasi yang diharuskan oleh Pernvataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan; dan

&) Informasi lainnyva yang diperlukan untuk penyajian yang wagar,

yvang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Bab 1

Bab Il

Bah III

Bab IV

Bab V

PPED

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan PPED

| .2 Landasan hukum  penyusunan laporan
keuangan PPED

1.3 Sistemnatika penulisan catatan atas laporan
kenangan PPRD

lkkhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

2.1 tkhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan PPKD
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam

pencapatan target vang lelah ditetapkan
Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPRD
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemda
3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Behan
3.1.3 Belanja
214  Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.5 Ekuitas

3.2 Pengungkapan alas pos-pos aset dan
kewajiban yang tombul schubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan pererapan
basis kas, uniuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan vang menggunakan basis akrual
pada PPKD

Penjelasan atas informasi-informas:  nonkeuangan

PPED

Penutup

&¢. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, PPED juga wajib menvelenggarakan

sislem

alkuntans untuk  menvusun  laporan kKeuangan
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SKPDsebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan
pengepunaan  barang milik daerah. Laporan  Keuangan SKPD
merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada
saat menyampaikan kaporan keuangan PPED untuk dikensolidasi
harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.Surat
Pernvataan Tanpgung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan
Keuangan telah disusun berdasarkan sistemn pengendalian internal
vang memadai, dan isinva telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesual dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, Format Surat Pernyataan Tanggung
Jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE

PPKD
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Badan ........ Kabupalen Rembang vang terdirt dari a)

Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca ¢ Laporan Opersional d| Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran .... sebagaimana terlampir adalah tangegungjawal: kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas
laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD)

Tahun Anggaran .... secara layvak sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan. '
PPKD
s s ]
NIP.




J. AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN
Koreks: adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karema adanya

kesalahan apar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas

menjadi sesuai dengan vang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan

laporan keusngan dapat terjadi pada satu atau beberapa  periode

schelumnya vang baru ditemukan pada periode berjalan,

Kesalahan dapat tenjadi karena adanya:

1.
2.
3.
g.
-

B.

Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
Kesalahan perhitungan matematis,

Kesalahan dalam penecrapan standar dan kebjjakan akuntlansi,
Kesalahan interpretasi fakta,

Kecurangan, atau

Kelalaiarn.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua

jenis, vaitu kesalahan vang berulang dan sistemik serta kesalahan vang

tidak berulang,.

1.

Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan im1 disebabkan sifal alamiah [normal) dar jenis-jenis
transaksi tertentu vang diperkirakan akan tegadi secara berulang.
Korcksi ini biasanya terjadi pada penernimaan pajak dan Wajib Pajak
(WP] berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan
SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini,
tetapi dicatat pada sasl lerjadi pengeluaran/ penerimaan kas untuk
mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan
mengurang /menambah  Pendapatan-LEA maupun Pendapatan-LO
yvang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

N XX XX Pendapalan Paak -LO K
XX KX XX Kas di Kas Dacrah MM
MK KK XX  Pendapatan Pajak -LRA KHK
XX O Perubahan SAL MMM
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b, Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayvar:

XX XX XX Kas di Kas Dacrah %
M KNKN Pendapatan Pajak -LO XXX
KX K XK Perubahan SAL XXX
XX KX XX Pendapatan Pajak -LRA KNK

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Korcksi ini
dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode
sebelumnya.
a. Koreksi Kesalahan yvang Tidak Berulang pada Periode Berjalan
Baik mempengaruhi posisi Kas maupun utdak, korcks: atas
kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-
LEA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun
Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya
dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan
ditemuikan.
b. Korcksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode
Sebelumnya
1} Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
Pendapatan-LRA  atau akun Belanja, maupun akun
Pendapatan-LO atau akun Beban.

b) Jika tidak mempengaruhi posist kas, pembetulan dilakukan
pada akun-alkun neraca terkait, pada periode kesalahan
diternukan.

2] Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

a] Koreksi kesalahan wang tidak mempengaruhi posisi Kas,
pembertulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada
periode kesalahan ditemukan.
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b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belamja/ beban
sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban
dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada
akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-
lain-LO.

XX XA KX HKas di Kas Daerah_.'; Bendahara XXX
Pengeluaran
XK X Pendapatan Lainnya-LO HXH
KX XK. XX  Perubahan SATL MMM
KA KK XX Pendapatan Pajak -LEA XXX

¢) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban
sehingea mengakibatkan penambahan belanja/beban dan
mengurangl posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada
alon Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

X XXX XX Ekutas XXX
XXXXXX  Kas diKas XNXK
Dacrah/Bendahara
Pengeluaran
XX XX.XX SiLPA/SiKPA xHX
XX KX Perubahan SAL KX

d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga
mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-
LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan
pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/ SiKPA.

XX XX XX Kas di Kas Daerah/Bendahara M
Pengeluaran
R KX KX Ekuitas XXX
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WX XN %X Perubshan SAL wxX
KKK SiLPA/ SiKPA XNX

&) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan schingga
mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-
LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan
pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan S1LPA/SIKPA.

MX.XX.XX FEkuitas 300K
XXX XX Kas di Kas XX
Daerah/Bendahara

Pengeluaran

XX XX XX SiLPA/SIKPA XX
W N XK Perubahan SAL 0%

f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran
pembiayaan schingga mengakibatkan penambahan maupun
pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun
Kas, SiLPA/SIKPA, dan akun ncraca vang lerkait,

(1) Penerimaan Pembiavaan - mengakibatkan penambahan
posisl Kas,
Kesalahan atas kekurangan Pencrimaan Pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan posisi kas
Contoh: Pemda menerima seloran atas  kekurangan
pembavaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dan

Bank, akan dijurnal sebagai berikut:

KN XX XX  Kasdi Kas Daerah KKK

L 6. 8. 0. Pinjaman Jangka Panjang KX
kepada Lembaga Keuangan

KK XX XX Perubahan SAL HEE
KKK NX SiLPA / SiKPA o
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(2] Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan
posis Kas.
Kesalahan atas  kelebihan Penerimaan Pembiayaan
sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas
Contoh:  Pemda mengembalikan  kelebthan  setoran
angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada Bank, akan

dijurnal schaga berikut:

XK XX XX Pinjaman Jangka Panjang HHN
kepada Lembaga Keuangan
Ko RN Kas di Kas Dacrah HHE
XM XX SiLPA/SiKPA o
KKK KX Perubahan SAL MMM

{3) Pengeluaran Pembiayvaan - mengakibatkan penambahan
posisl Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas,
Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran
angsuran utang jangka panjang tahun lalu  kepada

pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

HEXX XK Perubahan SAL HHX
Mo KK XX SILPA/BIKPA XEX
XX XXX Kas di Kas Daerah p e
X O Utang Pemerintah Pusat HHN

(4] Pengeluaran Pembiavaan - mengakibalkan pengurangan
posisi Kas,
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiavaan
schingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas,
Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka

panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yvang belum
dicatat, akan dikorcksi sebagai berikut:
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XX XX XX Utang Pemerintah Pusat KHEX

WM MM KX Kas di Kas Daerah HMM
KX IOLKX  SiLPA/SIKPA E
O MK Perubahan SAL BN

g) Korcksi kesalahan atas perolehan asel selain Kas dan
menambah atau mengurangl posisi Kas, dilakukan dengan
pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SIKPA, dan akun Aset
bersangkutan,

(1)Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap.
Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang

dibeli, akan dikoreksi sebaga berikut:

K X XX XX Kas di Kas Daerah/Bendahara -
Pengeluaran

KX KX Tanah Kantor K

XK XX Perubahan SAL XKX

KEXHXX SiLPA [ S1KPA KKK

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap.

Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor

yvang dibeli.
XX IXEX  Peralatan Kantor XXX
TEKX XXX Kas di Kas XRX
Daerah/Bendahara
Penpeluaran
XX XXX SILPA/SIKPA N
KX 0L XX Perubahan SAL WX

h} Koreksi  kesalahan  atas pencatatan kKewajiban yvang

menambah maupun mengurang  posisi Kas, dilakukan
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dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiIKPA, dan akun

Kewajiban bersanglkutan,
{11Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan

membayar angsuran utang jangka panjang.

XX XX XX KasdiKas Daerah XXX
WK KN MK Utang . . . XXX
X XXX XX Perubahan SAL e
N K KN XK SILPA, SIKPA -

(2] Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar

angsuran utang jangka panjang.

XX XX Utang Xxx
WK KK XX Kas di Kas Daerah %N
XX XK XX SIiLPA/SIKPA XHK
LXK Perubahan SAL Pre e s

K. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan vang
merupakan gabungan keseluruhan laporan  keuangan  entilas
pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas
tungeal.
Laporan kecuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan
proses konsolidasi dan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi
vang terdapat pada pemerintah daerah, Neraca saldo dari semua
entitas alkuntansi SKPD dan entitas akuntansi: PPED menjadi dasar
dalam penyusunan laporan keuangan.
Terdapat 7 Laporan Keuangan vang dibuat oleh PPED, vaitu;
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
b, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
c.  Meraca;
d

Laporan Operasional {LO};
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e. Laporan Arus Kas [LAK);

I. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan [CalK).
2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak vang melaksanakan penyusunan laporan Keuangan

pemerintah daerah adalah sehagai berikut :

a.
b.

Fungsi Aluntansi PPRD
FPED

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan keuangan

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yvang diselenggarakan oleh seluruh entitas
akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan
PPKD, Laporan keuangan vang disusun entitas akuntansi harus
sidah  menggabungkan laporan keuangan selurdh entitas
akuntansi vang secara organisatoris berada di bawahnyva. Laporan
keuangan entitas akuntansi vang digabungkan adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LEAJ;

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO},

d. Laporan Perubahan Ekuitas [LPE).

Schinpga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan

tersebut diatas hasil penggabungan.

Melakukan Eliminasi

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan
dijumlahkan maka masih terdapat akun asct vang dikonsohdasikan
(R/K BKPD) dan kewajiban wvang dikonsolidasikan (R/K PPKD),
EKedua sakun tersebut mempunyai nilai seldo yvang sama. Akun
tersebut merupakan pgabungan rckening timbal babk [reciprocal
aocountt) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas
akuntansi PPKD schingga sccara enttas pelaporan saldo akun
tersebut bukan merupakan hasil taransaksi keuangan dacngan

pihak eksternal. Akun akun tersebut harus dieliminasi agar neraca
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duerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas

pkuntansi

¢. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran [LRA) Pemerintah
Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi
pemerintah dacrah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan
Laporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:
Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
PEMERINTAH KABUPATEN ...
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 203X DAN 20XX-1
i Dalam Rupiah )
NO. URAIAN 20x1 | 20x0
1 | Saldo Anggaran Lebih Awal XX RXX
2 | Penggunaan SAL scbagal Penerimaan | xxx | [ 22 )
Pembiayaan Tahun Berjalan
3 Subtotal | 1-2) KA X300
4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | XXX XX
SiLPA/SIKPA |
5 Subtotal { 3+4 ) XXX KXX
6 | Koreksi  Kesalahan Pembukuan Tahun KKK M
Sebelumnya
7 | Lain - lain XK XA
L Saldo Anggaran Lebih Akhir [ 5+6+7 | K XXX
d. Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Int
unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan
pengeluaran kas, Informasi tersebut dapat diperoleh dari Bulou
Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua
transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke
dalam aktivitas operasi, aktivitaz investasi, aktivitas pendanaan,
aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan

Arus Kas.
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Format Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN ...

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX-1
(Dalam Rupish] Metode Langsung

NO. _ ~_ URAIAN 20X1 20x0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi XXX HNXK
2 Arus Masuk Kas XX MK
i Penerimaan Pajak Daerah KX KHX
4 Penerimaan Retribusi Dacrah XXX XXX

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekavaan
5 | Daerah yang Dipisahkan b o
& | Penerimaan Lain-lain PAD yvang sah AN WO
7| Penerimaan Dana Bagl Hasil Pajak XXX AN
Penerimaan Dana Bagi Hasil SBumber Daya
8 | Alam XXX XXX
) Penerimaan Dana Alokasi Umum XX XxX
10 Penerimaan Dana Alokas: Khusus XXX X
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XNX XX
12 Penerimaan Dana Penvesuaian HEX XX
13 Pencrimaan Hibah AKX 44
14 Penerimaan Dana Darurat XXX XXEX
15 Penerimaan Lainnya XM XN
16 Penerimaan dan Pendapatan Luar Biasa XXX XXX
17 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16) AR KRR
18  Arus Keluar Kas XXX XXX
19 Pembayaran Pegawail XXX KMHK
20| Pembayaran Barang XXX XXX
21 Pembavaran Bunga NAK MK
22 Pembayaran Subsidi AKX XXX
23 Pembayvaran Beban Hibah XX KX
24 Pembavaran Beban Bantuan Sosial XK nAHK
23 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke
26 | Kabupatcn/Kota X XK
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke
27  Kabupaten/Kota XX KKK
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan
28 | Lainnya ke Kabupaten/Kola XX XK
29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XX s 4.4
30 Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29) . XXX XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas |
31 | Operas(17 - 30) RXX XXX




NO. : ~ URAIAN 20X1 20x0
32 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi XX XX
33 | Arus Masuk Kas HXX XXX
34 Pencairan Dana Cadangan AKX XK
35 FPecnjualan atas Tanah KX EXX
36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin KKK XK
37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan RKX MM
A8 | Penjualan atas Jalan, Irigasdan Jaringan XXX WK
39 Penjualan Aset Tetap Lainnya XY MK
40 Penjualan Aset Lainnya REX M
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yvang

41 | Dipisahkan HXX MM
Penerimaan Penjualan Investasi Non

42 | Perrrianen XXX XXX

43 Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42) XXX boo 4

44 | Arus Keluar Kas XXX RNK

45 Pembentukan Dana Cadangan XXX MR

45 | Perolehan Tanah XXX XK

47 Perolehan Peralatan dan Mesin ¥oo XM

485 Perolehan Gedung dan Bangunan WK WX

49 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan RHK XXX

=0 Perolehan Aset Tetap Lainnva XXX XXX

21 Perolehan Asel Lainnya XK K

22 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah AN WK
Pengeluaran Pembeiian Investasi Non

23 | Permanen KHX XXX

54 Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53} REX XXX

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

55 | Investasi (42 - 52) MK XHX

56 Arus Kas darAktivitas Pendanaan HKX HHH

57 Arus Masuk Kas KX EHX
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

28 | Pusat XXX o
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah

29 | Daerah Lainnya XX MNK
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

6O | Keuangan Bank XHX XXX
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

&1 | Keuangan Bukan Bank AKX WX

62 Pinjaman Dalam Neger - Obligasi KM MM

83 | Pinjaman Dalam Negeri - Lajnnya KMK XHK
Penerimaan KembalPinjaman kepada

&4 | Perusahaan Negara MK b4
Penerimaan KembalPinjaman kepada

G2 | Perusahaan Dacrah XXX XXX
Penerimaan KembalPinjaman kepada

66 | Pemerintah Daerah Lainnyva RO K

67 | Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66) XM XN
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68

69

70

i1

72

T3

74

T

i)
78

T9

B0
81

82
83

84

85
86

87

88

B9

90

91

92 |

e,

NO.

URAIAN ; - 20X1  20xD
Arus Keluar Kas AN WX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

- Pemerintah Pusat XEX XK
Pembavaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

- Pemerintah Daerah Lainnyva XEX KHX
Pembavaran Polok Pinjaman Dalam Negeri

- Lembaga Keuangan Bank XK MK
Pembayvaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerni

- Ohligasi HHH
Pembavaran Pokok Pinjaman Dalam Negen

- Lainnva KEX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan |

Negara XXX
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan |

Dacrah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah

Daerah Lainnyva

Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 77)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Pendanaan (67 - 78|

i B &

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris AN
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas (B2)

:

Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak ketiga
{PFK] KK
Jumlah Arus Keluar Kas (85)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Transitoris (83 = 86)

Kenaikan /Penurunan Kas

Saldo Awal Kas di BUD & Kas di
Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di
Bendahara Pengeluaran (B8+B9)

Saldo Akhir Eas di Bendahara
Penerimaan

Saldo Akhir Kas (90+91)
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Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratf atau
rincian dari angka vang lertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
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Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Hal-hal yang diungkapkan

di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

Bab | Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan

keuangan
Bab Il  Tkhtisar pencapaian kinerja kcuangan
2.1 [ichtisar realisasi pencapaian target  Kinerja
keuangan SKPD
2.2 Hambatan dan kendala vang ada dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan
Bahb [l Penjelasan pos-pos laporan keuangan
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemnda

3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.14 Aset
3.1.53 Kewajiban
3.1.5 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos asel dan kewajiban

yvang limbul sehubungan dengan pencrapan basis
akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan  basis  kas,
untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan vang
rmenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

BabV  Penutup

f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai  entitas  pelaporan,  pemerintah daerah wajib
menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah sebagai alat  akuntabilitas

penggunasn anggaran dan penggunaan barang milik daerah.
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Laporan Keuangan pemerintah daerah  pemerintah  daerah
merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat
menyajikan laporan pemerintah dacrab harus dilengkapi dengan
Sural Pernyataan Tanggung Jawab. Sural Pernyataan Tanggung
Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan tlelah disusun
berdasarkan sistem  pengendalian internal yang memadai, dan
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara  layalk sesuai dengan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan.,

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kabupaten Rembang yang terdiri dari a) Laporan
| Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c)Neraca d) Laporan Opersional e} Laporan Arus Kas; [} Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran
-... sehagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian  intern vang memadai, dan isinya telah menyajikan
mformasi pelaksanasn anggaran, posisi keuangan dan catatan atas
laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah (APBD)
Tahun Anggaran ... secara layak sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan.
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12 Frtang BENEE-Kerndaraan Bermolor vang Dioperasikan di Air

i Fiutang BBNEB-Kendarsan Bermedor vang Duoperasikan di Air

15 | Fiutang BBMHE-Kandaraan Khusus Alat Berat

15 |1 :'i.jtill'lﬂ BENEB-Kendarsan Rhuswes Alal Beral

14 Piutang BENEBE-Mebil Rada Tiga

14 N1 Friting BEENKE-Mekil Rade Tioe

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendarasn Barmotar (PRAKE

Piutang PESKE Bahan Bakar Bensn

1 |Piutang PEBKE Bahan Bakar Bensi

P:.ltang FPEBERE Bahan Bakar Solar

1 Pauteng PESKE Bahan Bakar Sodar

Pigtang PBEKE Bahsn Bakar Gas

| Pitang PESKE Bahan Bakar Ges

Putang PEEKE Bahen Bakar Lennya

I B | L | L (P | Rl | = | =

1 Futang PESKE Bahen Bakar Leinnys

r"l.JtB.I"IE Fajak Alr Permukaan

-y

Pitang Pajak &ir Permiukaan

1 1 Piatang Pajak Air Permukaan

Fiutang Pajak Rokok

1 Prtang Pajak Roliok

1 |Prtang Pajak Rokok

Futang Fajak How

Faitang Fajak Hotsl

1 Fuitang Fajak Hotel

Fiutang Pajak Mabs|

1 |Piutang Fajaik Matal

Fiutang Fajak Losmen

IS (NN PN A [ - ——

1 PII_II‘.:'I'I::.J F‘al.'-u-l: L.nsr.nr-n

Fidkarg Pajuk Gusuk Parivisala

Fiukarg Pajak GLbuk Pariwvisala

Piularg Pajsk 'Wame Panwisats

1 Fiutarg Pajsk Wsma Parwizats

:'iu1ang Paiak Pesanggrahan

1 Piutang Pajak Pesangyrabian

Piutang Pask Ruman Penginacan den Sejenisiya

1 Piudang Peiak Ruman Panginacan den Sejenisnya
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Riviang Pagak Rumah Kos dangan Jumiah Kamar Leta darl 10
(Sepulub)

[
)
o]

PiLiang Pzak Rumah Kos dengan Jumiah Kamar Leba dan 10

{Sepuiuh)

Piutann Pajak E:ﬁlnr:n

Piutann FPajak Resloran dan sejsnisnya

1 |Patang Pajak Resiorsn dan Sasjerisnya

Futang Fajak Rumah Makan den Sejenisnya

[ T gy

1 |Putang Pajak Fumah Makan dan Sejsnisnya

Fiutang Fajsk Kafelaria dan Sejanisnys

Piutang Pajek Kafelaria gan Seenisnya

Piutarg Pajak Kantin dan Sejenisrya

1 Piularg Pajak Bankn dan Ssfensnya

Piutang Pajak Warurg dan Sejeresnve

| = = = A R | | e | d | ]

1 Piulang Pajak Warung dan Sejerssnya
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Piutang Pajak, Bar dan Sejanisnya

a9




Liraran fsun

Alun

Kiaa Rekening Horrral

1 1 a2 v |a Piutarg Pajpk Bar dan Seensnya

1 1 3 |7 T Piutang Pajak Jaza HopaiKataring dan Sejensnys

i i a T |7 Fiutang Pajak. Jazs Hoga'Kataring dan Geienianya

i | 5 B Piutarg Fajek Hiburan

1 1 4 |8 1 Piutang Fajak Tenlaran Fire

1 1 13 & N Fiutang Pajak Tanlanen Fém

1 [ a & 2 Fiutana Pajei Pagealaran KesenanfusikTard Gusand

1 i 3 g 2 Fiutang Pajak Pagalaran Keseraanfduaik! Tan'dusanra

i |1 3 (&8 {3 Fuitang Pajak Kontes Kecantikar, Birarega, dan Sejanisnya

1 1 E] ] 3 Fatang Pajak Konles Kecantikan. Biraraga, dan SeREnisnya

T - 3 1% 4 Futang Pajak Fameran

1 ] i la J4 Fiutang Pajak Pameran

1 |1 [3 |8 |5 Figtang Pajak Diskaobk, Karsoke, Klub Malam, dan Se{gresnys

p 1 T - M [ T Pitang Peiak Dighotl, Karseks Kiub Malam dar Sejenisnga

1 |1 |3 |8 |8 Fiuteng Peak Sirkustrobalb/Sulap

1 1 a i <} I'-'||.15|1La-.;|k Iqﬁa‘!'l-:.u:'."F'.-i!r|‘.'l..."‘1'E||:|'5.JIEI|:|

1 1 3 B T Piytang Paak Parmairan Bilisr aan Biowing

1 1 |3 |8 |? Fiulang Paak Permairan Siliar dan Bowing

i 1 3 [ B Pivieng Paak Pacuan Kuda, Kendarasn Sermoior, den Parmainan
{ﬂar.ghjfan

1 1 = [ |[B Ritarg Paak Pacian Kuda, Kandarsan Bermodor, dan Permainan
Felangkasan

i i R E Piutarg Pajak Pent Pjat Reflaksi, Mang UapSaa, dan Pusal
Febugaran (Fitness Cenier)

1 1 o B ] Piularg Pajak Pant Pyat Raofieksi, Mand Uap'Sga, dan Pusel
Krbugaran |:|-_|t:1==: Ceplert

10 Piutarg Pajak Pedandirgan Clahrega

=]

Piutang Pajak Penandingan CIENIegs

Piutarg Fajak Reklame

Fiutarg Pajak Reklame PepanEifboard’ Videstrealhegsiron

Piutarg Pajak Reklame Papan/Bilboard! Uﬂeﬂrm-‘h‘legat-:m

Piutars Pajak Rekiame Ken

Piularg Pajal Reklame Ken

Pidlarg Fajek Reklame Melexal'Shkar

Fiutang Fajsk Raklame Malgsal'Giker

Fiutarg Pajak Rekiame Seiebaran

Piutang Pajak Reklame Se'ebaran

Fiutarg Pajak Rekiame Beqalzn

Fiutarg Pajek Reklame Bedalsn

Fiutang Fajsk Rakiame Lidara

Piutarg Pajak Reklame Udara

F|u|a|r._g Pajak Reklame Apang

Piularyg Pajsk Reklame Apang

PiI_I‘IEIrH Pajak Reklame Suara

F‘il,.ﬂ::rg Pajak Reklame Suars

Hivlarg Pajak Reklame FilriSlide

Pivlang Paak Reklame FilmeSlids
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1] Piulang Pagak Reklame Paragaan
] |Piuteng Peak Rekleme Peragaan
1d |Piuteng Peak Panerangan Jalan
10 |1 |Fiutang Peiak F'anﬁnian Cahasilkan Sandin

1 10 |1 Piviang Pajak Penerangan Jalan D Dihasiian Sendin

1 10 |2 Fiutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

i in_|J2 Piutann Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
] 1 11 F‘l.ltang Fajak Farkir
1 i 11 Frutang Pajak Parkin
L 11 Fuitang Pajak Parkir
1 1 12 Fuutang FPajak Air Tangh
1 1 12 11 Prutang Fajak Air Tangh
i i 12 |1 Fiutang Pajak Air Tanah
i i 13 Futang Pajex Sarang Burdng Walst
i i 13 |1 Fiutang Fajek Sarang Burdng Waksi
1 i 13 |1 Fiutarg Fajsk Serang Burung Walst
1 1 14 Fiutarg Fajsk Mineral Bukan Legam den Batuan
1 1 4 )1 Fiutarg Fajsk Asbes
1_n 4 )1 F'il.rl_gr_'g Pajak Asbas
1 1 14 |2 Piulang Pajak Beiu Tulis
L 14 {2 Pivtang Paak Batw Tuls
1 1 4|3 Piutang Priak Baty Setengah F't:r'r-:l‘
1 1 14 |3 Piutang Paak Batu 5o Satangah Pormata
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Akiun

Kode Rekening Wralan Akun Harmal

1 1 3 Tlr] Pitang Paak Baku Kapur
1 |1 f2 14 [4 |1 [Pidang Peak Batu Kapur
1 1 O T Piutang Pajak Batu Asung
1 1 g 14 15 |* Piutang Pajak Baiu Apung
i 1 3 14 |B Piularng Fajsk Batu Permala
1 1 Ja 14 |8 |1 |Piulang Fajek Baiy Perala
1 i 3 14 h:-_’ Fiutang Faja Berionil
i i 3 14 |7 1 Patang Fajaks Berdonit
T T |3 |14 13 | Fratann Pajak Dolamit
q 1 T |14 (& 1 Piutang Pajak Doamit
1 [1 |3 4 |8 |Pivtang Pajak Feispar

1 I |14 |2 I Fiueng Priak Felspar

1 3 14 |10 Piutang Paak Garam Betu (Halile)
1 1 3 14 J10 |1 Piutarg Pajak Garam Balu (Halile)
i 1 13 |14 |1 Piulang Pajak Grafi
1 1 13[4 [11 [1  [Pidtang Pajak Grafil
i i 3 14 12 Piutang Pajac GranlbAndesil
1 13 (14 Nz |1 [Puking Pajes Grenitbodesit
1 i 3 14 |13 Pautang Fajex Gips
i i 3 14 D13 11 [Putang Pajak Gips
L L 3 14 |14 Plutang Pajak Kalsit
i 1 3 |14 14 4 Piutang Pajak Kalst
1 1 2 N 15 Piuiang Paiak Kaolin
1 1 |3 T1a 15 |1 JPiwvtang Peak Kaalin
1 11 (3 |14 [18 Piulsng Pajak Lausit
1 1 3 14 [t Piutang Pajak Leus:}
1 1 |3 |14 |37 Piutang Pajsk Magnesit
1 1 b S O b ol Fiutarg Pajsk Magnesit
1 1 3 4 |18 Fiutang Pajak Mika
1 1. |3 4 [18 |* Fiutarg Fajik Mika
1 1 13 4 1% Fiutang Pajah Marmer
1 1 3 4 |18 |1 Fiutang Fajss Manmer
1 i 3 14 (20 Fiutang Pajas Moira
i 1 3 14 j20 |1 Faulang Pajak Mirst
1 1 3 |14 129 Putang Pajek Opsidian
i 1 3 14 {21 |1 Frtang Fajak Opsidisen
| L 3 14 |22 Fiutang Pajak Dkar
1 3 ] 1% (22 Piutang Pajak Ohar
1 R < N . O <] Piutang Pejak Pasir dan Kohki
111 3 s 23 11 |Piuteng Pajak Pasir dan Keriki
1 1 4 14 (24 Fiuzenpg Pajak Pasir Kuarsa
7 11 |3 14 124 1 [Fiuieng Pajak Pasic Kuasa
1 1 1 |4 |25 [Pivtang Paak Parlil
1 1 3 14 |25 |1 |Pivtang Paak Perlil
1 |1 |3 |4 36 Piuvtang Faak Frosps!
1 1 12 114 [28 )1 |Plitang Paak Phospat
i 1 3 ¥4 |27 Fivtang Paak Talk
i 1 3 ¥ 20 N [ I.-‘Im_gﬂa ak Talk
1 |1 |2 T4 & Pidang Paak Tamah Serap (Fullers eanh)
1 1|3 |14 128 [1 IPitang Paak Tanah Serap (Fullers eanh)
1 1 |2 |14 |28 |Piuvteng Pecak Tanah Diatome
1 1 |3 |14 |38 |1 |Pisieng Paak Tanah Dialome
1 1 5] 14 |30 F'||...15;1l|:'a-ak Tanah Lia
1 1 3 14 130 N Piutang Pamak Tanah Liz
1 il ! 14 |31 Piutang Paak Tawas (Alurm)
il i x ] 14 a1 A Fiutang Peiak Tawas (Slum)
T 1 3 4 [3F Piutang Pajak Tras
31 13 |14 J32 |1 [Putang Pajak Tras
1 1 {3 14 [33 Fiutang Pajak Yarosif
i T J3 114 |33 |1 |Piutang Pajak Yarosil
i T (3 |14 [34 Fiutang Pajak Zealil
t T3 N4 134 |1 |Putang Pajak Zealil
1 1 13 |14 I35 FPutang Pajak Basal
1 113 114 135 |1 |Putang Pajak Basal
1 1 3 14 (38 Fuitang Pajak Traki
i i 3 14 13 |1 Fukang Pajak Traks
1 1 13 14§57 Fuitang Fajak & naral tukan Logam dar Batuan Lainnya
i 13 114 157 |1 |Putang Pajak Mnersl bokan Legam dan Batuan Lainnya
1 1 3 [i5 Fiutang Fajes Bumi den Bangunsn Pegsssan dsa Parkotasn [PEEPZ)

1
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Liraiarm #sun
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15

Piulang PEEP2

15

Fiutang FREP2

=

Futann Bea Perclaban Hak Alas Tangn dan Bangunan (EFHTH)

gl —=]—=

16

Fiutang BFH T B-Pemindenan Hak

16

Piutang BFHTE-Perindanan Hak

15

Fluang BF'HTB—Paml:e@n e Baru

16

palssl —= | —

DimanH BFH I"E-PEmbeﬁal' Hak Baru

Piutarg Retriousi Daerah

s | === =]|=f-=

Piutarg Retripusi Jasa Umum

Fiutang Redribus: Pelayanan Kesenalan

i | e N i | e | s | |t |l

Futang Refribusi Pelayaran Kesehatan di Puskesmas

Piutang Relribusi Polayanan Kesahatan di Puskesmag Kaliling

P ) B (R N Y

Piutang Relr bissi Peiayangn Hesehatan di Puskesmas Pambaniu

Piutang Hetribusi Pelayansn Kesshatan di Bals Fangabatan

e s | s |

— ] il

| BB | 2= | B | b | = | mafra [ed fec | e [aofos

Y .

[ 0 [ A

Bidang Retibusl Pelayanan Keseheign di Rumah Sakil Umum Daerah

=
—h

-~

(4

Piularg Ratriusi Peleyanan Kagsshatan & Tempat Palayanan

Kesahatan lainnya veng Seanis

Fiutang Refribusi Pelayanan Persampaban’ Kebersan

Fuitang Redribus: Pelayanan Persempatant Rebersinan

Frutang Redribus| Pelayanan Pemakartan dan Pangabuan Mapal

FA IS
Y Y R -

Ll | Lt P | Pt

Fiutang Relribus) Pedayanan Perguburen Pemakaman drmasul

Panggalian dan Pengunikan sara Pombakaran/Pengebusn Mayal

-9
-

L

Piutang Ratribusi Sewa Tempat Pemakaman alEu
PembakarsnPengabuan Mayat

L)

Piutang Ratrbusi Pelgysnan Parkir di Tepi Jaran Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Teg Jafan Umum

Piularg Retriousi Palayanan Pasar

Fiularg Resripus! Pelataran

Piutang Retribus Los

Fiutang Refribus: Ko

Fiutang Refribus: Pengujian Kendaraan Bermolor

Futang Redribug Pengujian Kendaraan Bermolar

Patang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadem kebakaran

=)= —=]—=]—=

| B |t |t | e | e | ||
N (Y g Y Y P

B (el el Bl D el A B - B

Piutang Relribusi Pelayaran Pemerksaan dardatee Pangdfien Alat
Parmmadarn KEbaxaran

=]

B
—

==l

Piutang Relribusl Pefayanan Pemenksaan danfalaw Al
Penargoulangan Kebakaran

b
—

==l

Fivsang Relibusi Peayanan Pemenksasn darvalaw At Peayelamatan
Jiwa

|Piniang Relibusi Penggantan Biaya Colex Pela

|Piutang Retribuai Penyadiaan Prda Dasar (Gars)

|Piuieng Fetibusi Penyedizan Pele Folg

F'i|,‘.a.'15 Ratibusi Penyadisan Peta Digital

Piriang Relribusi Penyedisan Peta Temalik

Al | Gl | kO —

Pivtang Retibusl Penyedisan Peta Taknis [Sirukiury

Piwtang Retibusi Penyadisan dan/aisu Penyedolan Kesus

T PR S T D I

Piwieng Ratibusi Penyadiaan dan/aiau Penyedolan Kesus

Fiang Betibusi Pengolahan Lenbak Cair

PiiAdn 19 Ratribusi Rumal Tarngaa

Piviang Relribusi Pefientaran

S 1 B U B B B Y Y R BN N

|Pivtang Retibusi indusli

Ll =

Fiutang Reldbusi Peiayanen TeraTera Ulang

il | it il | i | i |t it | i |k | B i | i |

bbbk oo b | B = o =] = &

| =] -=

Plutang Retribusi Pelayanan Fenguiian Alet-Aat Ukar, Takar, Trmzang
dan Perengsasantya

11

Piutanz Relribusi Pengujian Bararg dalam Keadaan Terbungkus

12

Prlang Relribug Palayaran Pendidi<an

12

Futarng Relribusi Pelayanan FE‘-H}'ElEEgEE:'BEP- Pandidikan Taknia

e E

e | | | e
PN Y -

12

ra

Fiutarg Refribus: Pelayvanan Penyelengas-aan Felalingn Tekns

12

Fiutarg Hetricug: Pelayenan Penyelenggaraan Fanddikan dan Pelalinan
Teknis

-9
-

13

Piutang Retriousi Pengavwasan dan Pengendalizn Menara
Talokomunikas:

Piutang Ratnbusl Pengawssan dan Pengendaban Manis
Tal=xmrnunikas

TI':'iL'.ang Retribus Jasa Lisaha

Piutang Relibusi Pemakaian Kekayaan Daesah

LI B S

Piutang Relnbusi Penyewaen Tanah dan Barguran

Fiutang Relrbusi Penyewaan Tanah

—

Io | En | da | da | &5
(=1 £51 E5 NI EX)

] X

Paalang Rﬁribl:::ﬁqnyman Bangunan
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Kade Resening Uiraian Akun gl

Miutarg Beliiugl Famakann Lapsrakaricm

Fiutang Relricug! Pemakaian Ruangan

J‘W-:T'l; Relribysi Pemakalan Kandaraan Bermodor

Piutang Ralribuesi Pernakaian Alat

Flutang Felibus) Pesar Grosr danfatau Pertelean

1 Fiutang Retnbusi Pervediaen Fasilias Pagsar Gross Berbagal Janis
Harang yang Dikarirekkan

Fiutang Retricus! Penyediasn Fasilias PazarPenooan yang
Dikorargkkan

Patang Retribus: Tempal Pesalangan

Fiutang Refribisi Penyediaan Tempal Pelelargan =]
Piuteng Balribusi Penyadlaan Fasdites Leinnya di Tempat Peklangan
Piuiang Retdbusl Tarmina

1 |Piulang Retrbusi Pelayanan Penyedaan Tempat Park untuk
Eerdaragan Peaumpang dan Bus Umum

Piutang Redritasi Pelayanan Penyedizan Tempai Kegpalan l..!aa:'la
Fiutang Redribus: Pelayaran Peryadigan Fasditas Lennys di
Lingkursan Terminal

Fitang Retribusi Temps! Khusus Parir

Fiwang Relribuzi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Piutang Rettibusi Tempal Perginapan/Pesanggraheniyila

1 |Pidlang Retrbusi Pelayanan Tempat Penginapsen/Pesangorahanyiia
Piutarg Ratripusi Rumah Poiorg Hewan

1 |Piutarg Relricus Palavanan Rumah Potang Hewan

Fiutang Refribus: Palayanan Kegelabuhanan

Fiutang Retribusi Pelayaran wegalaouhanan

Futeng Retribusi Tempat Rekraasi dan Slahrags

Plutzng Relribusi Peayanan Termaal Rekreas dan Olahraga
Fiuteng Ratribusi Penyaberangan di Ail

Piutang Retibiusi Petayansn Penyeberangen Crarg
Fiutang Retibuai Felayanan Fenyetergngan Barang
Biudarg Retnbusi Penjualan Produksi Usaha Dasrah
Piularg Aatriousi Perjualan Hesil Produksi Usaha Dasrsh tarusa Bibil
atau Benih Tansman

Piutarg Retribuz: Farpualen Hasil Pradussi Usaka Dearah berupa Bibil
Termay

11 |3 |Ptarg Retribus: Panualan Hasil Produks: Lssha Deerah berupa Bibil
@%au Berh lkan

11 (4 |Patang Relribuz Panjualan Hasil Pradiks: Usaha Deerak selein Bibil
at# Bendh Tanaman, Ternak, dan kan

Fiutarg Retribus Ferzingn Tesenty

Putang Refribusi lzn Mandirkan Bargunan

i Fiutaryg Reribus [zn Mendirkan Bargunan

Fiutang Reiribusi lzn Temzat Parpualan Minuman Earalkahal

1 [Pulang Retribusi Izn Temgat Penpualan Miruman Beralkohal

Piutang Retribusi lzn Trayak untuk Menyediakan Palayanan Angkutan
Limum

i 1 14 |3 |3 |1 |[Putang Retribusi lzn Trayek Untuk Menyediaken Pelayanan Angkutan
Limum

T 1 4 5 4 Fuitang Retribusi lzn Usaka Perikanan

Fiatang Retribusi Pemberan Lzin Fegialar Usaha Fanangkapan lkan
F‘“ﬁan; Relribugi Pefnberian lzin Kegistar Usahe Pembugidayaan tkan
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1 1 & I3 |5 Pratarg Retribusl Penpendsian Lalu Linias
1 T[4 |3 |6 (1 |Futang Retribus: Pengendaliar Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jaian
TEsentby
1 1 % |3 |8 |2 [Piutang Retritus: Pengendalian Lalu Linles Penggunaan Rongor
Tertantb
1 ' (4 |3 |5 |3 [Piulang Retribusi Pengendalian Lalu Linias Fenggunaan Kawasan
Teraniy
1 1 |4 I I Piuleng Retnibusi Percarjangen 12in Mempekedakan Tenaga Mera Asing
(1WTA
1 1 e 3 =1 1 f"ll.lZEng Hatibusi Pembarian Ferpanjsngan IMTA hﬂpaﬁmbari H;'arja
Tenags Karja Asing

3 Prtang Hasll Pengelciaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1 t 5 1 Fatang Baglan Laba yang Ditagikan kepada Pemerninien Dasran
| Dividen) alas Penvertzan iMadal pada BLIMK
1 T B N1 |1 Fiutang Bagian Lata yang Dibagikan kegata Femenntah Casrah
L {Oveden) gles Pengertaan Modal pada BUMN J
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Jraian skun

Akun

Marmal

B |5 [ [3 |2 Cefisd Perpelesalan Utang kepada Lembaga Kevangan Busen Bank
iLEBE-HUMM-Janga F".'lnjsz-LCI

CEERRE 1|2 Defisd Peryalesaian Larg kepada Lembaga Kewangan Sukan Bank

i (LKBE-BUMMN-Jangka Panjang-LO

IE: 5 2 [3 |3 Dafsi Penyalesaian Llang kegade Lembega Keuangan Bukan Bank
iLKBB)-BUMD-Jangka Mensngeh-LO

B g8 |2 | |3 Dafsil Peryslesaian Utang 2epade Lembaga Kanangan Bukan Bank
(LKBE-BUMD-Jangka Mengogan-LC

3 5 ] o Defzil Penyeiesalan Ltang kepada Lermbaga Keuangan Bukan Bank
{LKEB)-BUMD-Jangka Panjang-LO

A 5 o 5, 4 Ciafisit Penyslesaiar Ulang kepada Lermibags Hausngan Bukan Bank
1LKEBI-BUMD-Jangka Panjarg-LD

a 5 ] 3 g Dwfisil Peryeiesaian Ltang kapada Lernbaga Keuengan Bukan Bank

i 1LEEB)-Swasia-Jangka Manengah-LC

a rﬁ 2 |3 [B Defisil Ferye'asaian Utang kepada Lermsaga Keugngan Bukan Bank
1 LKES)-Swasia-Jangka Menengah-LO

8 |5 2 & |8 Detisil Penyeesaian Utang kepada Lemzags Keuangen Bukan Bank
| LKBB)-Swasla-Jangka Panjang-LO

a [ 12 = |6 Diafisit Panyrlzsaian Utang kepada Lemtage Keuengan Bukan Bank
{LKEB|-Swasia-Jangka Farjang-L0

a_J5 2 [4 Dedisil Panyessaian Coligasi-LO

8 |5 2 4 I Defisit Penyelesaian Ooiigesi-LO

8 |5 i? 4 |1 Defisit Penyelesaian Ooligesi-LO
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